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ABSTRAK 

 Skripsi yang berjudul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek 

Peminangan Secara Terang-terangan dalam Masa ‘Iddah (Studi Kasus di Desa 

Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)‛ ini merupakan hasil penelitian 

lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 

deskripsi praktek peminangan secara terang-terangan dalam masa ‘iddah yang 

terjadi di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi dan bagaimana 

analisis hukum Islam terhadap praktek peminangan secara terang-terangan dalam 

masa ‘iddah yang terjadi di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data-

data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, serta 

dokumentasi, dan selanjutnya diolah serta dianalisis menggunakan teknik 

deskriptif analisis dan pola pikir deduktif. 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu, di Desa Padas Kecamatan 

Padas Kabupaten Ngawi terjadi sebuah kasus peminangan kepada wanita yang 

sedang ber’iddah ṭalāq ba’in sughra. Peminangan itu dilakukan secara terang-

terangan dengan menghadirkan keluarga serta sesepuh dari kedua belah pihak. 

Peminangan itu dilakukan karena mereka berdua merasa geram mendengar 

omongan-omongan dari masyarakat yang selalu berfikiran buruk tentang mereka, 

dan peminang juga ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa dia benar-

benar serius ingin menikahi wanita yang dipinangnya tersebut. Kasus 

peminangan yang terjadi di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi pada 

awalnya adalah melanggar syariat Islam, karena bertentangan dengan Q.S. Al-

Baqarah ayat 235, hadits Nabi SAW, serta para fuqaha yang telah sepakat bahwa 

hukum meminang secara terang-terangan perempuan yang sedang ber’iddah 
ṭalāq bain sughra adalah haram. Namun karena banyak kemudaratan yang timbul, 

sehingga berlakukah kaidah ‚Aḍ-ḍarūrātu tubῑḥul maḥżūrāti‛, yang akhirnya 

merubah hukum praktek peminangan tersebut menjadi boleh dilakukan. 

Sedangkan peristiwa boyongan yang terjadi setelah peminangan, hal tersebut 

bertentangan dengan KHI pasal 13 ayat (1) yang menjelaskan bahwa 

‚peminangan belum menimbulkan akibat hukum‛, sehingga mereka berdua masih 

dianggap sebagai orang asing satu sama lain dan belum menjadi muhrim yang 

boleh tinggal satu rumah.  

 Bagi wanita yang sedang ber’iddah hendaknya mengetahui dan bisa 

menjaga dirinya dari hal-hal yang haram dilakukan ketika masa ‘iddah. Para 

tokoh masyarakat hendaknya juga lebih cermat dalam mengawasi masyarakat 

dan lingkungan sekitarnya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran 

hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif yang dilakukan oleh 

masyarakat sekitar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Allah SWT menciptakan makhluk berpasang-pasangan, dan setiap 

makhluk pasti menginginkan pendamping yang terbaik untuk diajak 

membina rumah tangga. Perkawinan dalam hukum Islam diartikan 

sebagai mitsāqan galῑḍan atau ikatan yang sangat kuat, dilakukan guna 

mematuhi perintah Allah SWT dan menjalankannya termasuk ibadah.
1
 

Tujuan hukum Islam mensyariatkan perkawinan adalah guna 

mendapatkan keluarga yang bahagia, dan memiliki keturunan yang sah. 

Sedangkan hikmah dari perkawinan adalah untuk menghalangi mata 

supaya tidak melihat segala sesuatu yang diharamkan syara’ dan menjaga 

kehormatan diri dari kerusakan seksual.
2
 

  Pada dasarnya, perkawinan itu diniatkan untuk dilakukan sekali 

seumur hidup, namun terkadang terdapat faktor-faktor yang menyebabkan 

perkawinan harus diputuskan atau terpaksa putus dengan sendirinya. 

Putusnya perkawinan ada beberapa bentuk, yaitu:
3
 

1. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah SWT sendiri, yaitu 

melalui jalan kematian salah seorang suami istri.  

                                                             
1
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 

114. 
2 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2009), 47.  
3 Ibid., 197. 
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2. Putusnya perkawinan karena keinginan si suami yang disertai dengan 

alasan logis dan keinginan itu diucapkan dengan kalimat tertentu. 

Putusnya perkawinan dengan cara ini dinamakan ṭalāq.  

3. Putusnya perkawinan karena keinginan si istri. Keadaan ini terjadi 

karena istri memiliki alasan tertentu yang membuatnya berniat untuk 

memutuskan perkawinannya, sementara suami tidak mempunyai niat 

untuk itu. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini dinamakan khulu’.  

4. Putusnya perkawinan karena keputusan hakim. Hakim memutuskan 

perkawinan itu karena melihat terdapat suatu keadaan pada suami 

dan/atau istri yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak bisa 

diteruskan. Putusnya perkawinan dengan cara ini dinamakan fasakh.   

  Dari berbagai macam bentuk putusnya perkawinan itulah muncul 

akibat-akibat hukum yang lain, yaitu salah satunya mengenai masalah 

‘iddah. ‘Iddah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata adda - ya’uddu - 

‘idatan dan jamaknya adalah ‘idad yang secara etimologi berarti 

menghitung hari atau hitungan.
4
 Dalam kamus dijelaskan, ‘iddah berarti 

masa-masa kesucian bagi perempuan dan masa bela sungkawanya atas 

kematian suaminya. Sedangkan menurut fuqaha, ‘iddah yaitu masa 

menunggu bagi seorang perempuan sehingga halal dinikahi laki-laki lain 

yang bukan muhrimnya.
5
 

                                                             
4 Ibid., 303.  
5 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat : 
Khiṭbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2011), 318.  
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  Ditinjau dari penyebab terjadinya putusnya perkawinan, ‘iddah 

dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:
6
 

1. ‘Iddah wanita karena ditinggal mati suaminya yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk istri yang tidak hamil, ‘iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. 

b. Bagi istri yang sedang hamil, ‘iddahnya yaitu hingga melahirkan. 

2. ‘Iddah wanita karena diṭalāq oleh suaminya yaitu sebagai berikut: 

a. Bagi istri yang diṭalāq dalam keadaan hamil, ‘iddahnya yaitu 

hingga melahirkan. 

b. Untuk istri yang masih mengalami haid (menstruasi), ‘iddahnya 

adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari. 

c. Bagi istri yang sama sekali belum haid atau sudah menopouse, 

‘iddahnya yaitu 3 bulan. 

d. Untuk istri yang sama sekali belum dikumpuli lalu diṭalāq, maka 

tidak perlu menjalani masa ‘iddah.  

e. Bagi perceraian dengan jalan fasakh berlaku juga ketentuan seperti 

dalam ‘iddah ṭalāq.  

  Hukum ‘iddah adalah wajib, sebagaimana disebutkan dalam 

firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 228 : 

ُأرَْحَامِهِنَُُّفُُِاللُُُمَاخَلَقَُُيَكْتُمْنَُُأنَُُْلََنَُُُّوَلََيََِلُ ُقُ رُوءٍُُثَلاثَةََُُبِِنَْ فُسِهِنَُُّيَ تَ ربََّصْنَُُوَالْمُطلََّقَاتُُ  

‚Wanita-wanita yang diṭalāq hendaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru’. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa 

yang dijadikan Allah dalam rahimnya‛.
7
  

                                                             
6 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974, tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 2007), 121-122.  
7 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 319.  
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  Selain itu  juga disebutkan dalam Shahih Muslim dari Fathimah 

binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya : 

مَكْتُ وْمٍُُامُُُِّابْنُُِعَمِّكُُِابْنُُِبَ يْتُُِفُُِاِعْتَدِّيُْ   
 ‚Hendaklah engkau ber’iddah di rumah putra pamanmu Ibnu 

Ummi Maktum‛.
8
  

 

Kemudian ijma’ ulama juga sepakat mengenai kewajiban menjalani masa 

‘iddah sejak masa Rasulullah SAW sampai saat ini. Dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pasal 153 ayat (1) juga dijelaskan: ‚Bahwa seorang 

istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali 

bagi istri yang belum pernah dikumpuli (qabla al dukhūl) dan 

perkawinannya itu putus bukan karena kematian suami.‛
9
 

  Salah satu hikmah diwajibkannya ‘iddah adalah untuk 

memastikan kekosongan rahim wanita tersebut. Oleh karena itu, wanita 

yang sedang menjalani ‘iddah diharamkan untuk dipinang apalagi 

menikah dengan laki-laki lain. Tujuannya yaitu, apabila ternyata wanita 

itu hamil, maka nasab dari anak yang dikandungnya itu tetap jelas.   

  Kata lain dari peminangan menurut ilmu fiqh yaitu khiṭbah, yang 

berarti permintaan. Menurut istilah diartikan sebagai permintaan dari 

seorang pria kepada seorang wanita untuk mengawininya sesuai dengan 

                                                             
8 Ibid. 
9 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 

150. 
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ketentuan-ketentuan agama, baik dilakukan oleh pria itu sendiri maupun 

melalui perantaraan orang lain yang bisa dipercayainya.
10

  

  Adapun syarat perempuan yang boleh dipinang adalah:
11

 

1. Tidak sedang dipinang pria lain. 

2. Pada waktu dipinang tidak terdapat penghalang syar’i yang 

menyebabkan dilarangnya melakukan perkawinan. 

3. Wanita itu tidak sedang menjalani masa ‘iddah ṭalāq raj’i. 

4. Jika wanita itu sedang menjalani masa ‘iddah ṭalāq ba’in, hendaknya 

dipinang melalui sindiran. 

  Karakteristik dari khiṭbah semata-mata hanyalah perjanjian akan 

menikah, belum ada akad nikah. Pria dan wanita yang diikat dalam akad 

khiṭbah, dalam pandangan syari’at tetap dianggap sebagai orang asing 

satu sama lain, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya, 

hanya saja mereka boleh saling mengenal satu sama lain dalam rangka 

menuju pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 13 ayat (1) 

yang menyebutkan: ‚Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan 

para pihak bebas memutuskan ataupun membatalkan hubungan 

peminangan.‛
12

  

  Meminang mantan istri laki-laki lain yang sedang menjalani masa 

‘iddah, baik ‘iddah karena kematian suaminya, karena ṭalāq raj’i ataupun 

karena ṭalāq bain, hukumnya adalah haram. Dalam KHI pasal 12 ayat (1) 

                                                             
10 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan…, 23.  
11 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, ( Jakarta: Prenada Media, 2003), 74. 
12 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 116.   
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telah disebutkan bahwa: ‚Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang 

wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa 

‘iddahnya.‛13 Dilanjutkan dalam ayat (2) bahwa: ‚Wanita yang diṭalāq 

suaminya dan masih menjalani masa ‘iddah ṭalāq raj’i, maka haram dan 

dilarang untuk dipinang.‛
14

 

  Perempuan yang telah diṭalāq raj’i oleh suaminya masih tetap 

mempunyai hubungan dengan suami pencerainya, bahkan suaminya itulah 

yang lebih mempunyai hak untuk kembali menjalin rumah tangga dengan 

perempuan tersebut. Karena alasan itulah, perempuan yang menjalani 

masa‘iddah ṭalāq raj’i diharamkan untuk dipinang oleh laki-laki lain. 

Sementara perempuan yang telah diṭalāq bain oleh suaminya, dia sudah 

tidak mempunyai ikatan dengan suaminya. Akan tetapi, perempuan 

tersebut tetap haram untuk dipinang melalui ungkapan terang-terangan. 

Dia hanya boleh dipinang dengan kalimat sindiran. Walaupun sudah tidak 

mempunyai ikatan, namun mantan suaminya masih tetap memiliki hak 

untuk mengawininya lagi menggunakan akad baru. Apabila diketahui ada 

pria lain yang meminang perempuan tersebut secara terang-terangan 

ketika masa ‘iddahnya, berarti pria itu telah merampas hak dari suami 

pencerai.
15

  

  Mengenai kebolehan meminang secara sindiran wanita yang 

sedang dalam masa ‘iddah ṭalāq bain, mayoritas fuqaha berselisih 

                                                             
13 Ibid.  
14 Ibid.  
15 Ibid., 79-80.  
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pendapat. Jumhur ulama memperbolehkan meminang perempuan yang 

sedang dalam masa ‘iddah ṭalāq bain, kecuali ulama Hanafiyah.
16

 Salah 

satu firman Allah yang menjadi dasar bagi jumhur ulama adalah Q.S. Al-

Baqarah ayat 235 :  

تُمُُْأَوُُْالنِّسَاءُُِخِطْبَةُُِمِنُُْبِوُُِفِيمَاعَرَّضْتُمُُْعَلَيْكُمُُْوَلََجُنَاحَُ أنَْ فُسِكُمُُْفُُِأَكْنَ ن ْ  

 ‚Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu 

dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam 

hati‛.
17

  

 

  Sedangkan terhadap wanita yang menjalani masa ‘iddah ṭalāq 

bain shughra, fuqaha berbeda pendapat. Ulama Malikiyah dan sebagian 

Syafi’iyah berpendapat bahwa: ‚hukum meminang wanita yang sedang 

menjalani masa ‘iddah ṭalāq bain shughra secara sindiran adalah boleh, 

karena diqiyaskan dengan ṭalāq bain qubra‛. Sementara mayoritas fuqaha 

mengatakan bahwa: ‚Melakukan peminangan terhadap wanita dalam 

kondisi tersebut adalah haram. Apabila laki-laki lain selain suami pencerai 

diperbolehkan meminang wanita tersebut, maka hal itu bisa 

mengakibatkan terjadinya permusuhan antara keduanya, sementara suami 

pencerai lebih mempunyai hak untuk kembali dengan wanita tersebut 

menggunakan akad dan mahar baru‛.
18

 Kebolehan meminang wanita 

ketika masih ‘iddah terkadang bisa membuat seorang wanita menjadi 

berbohong. Hal itu bisa terjadi karena si wanita yang sudah terburu-buru 

                                                             
16 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 20.  
17 Ibid.  
18 Ibid., 23.  
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ingin menikah lagi atau karena ada rasa dendam dengan mantan 

suaminya.  

  Desa Padas merupakan salah satu desa di Kecamatan Padas, 

Kabupaten Ngawi, yang memiliki tiga dusun yaitu Dusun Padas 1, Dusun 

Padas 2, dan Dusun Slumbung. Penduduk Desa Padas mayoritas 

berprofesi sebagai petani dan mayoritas adalah lulusan SLTA atau 

sederajat. Jarang pula penduduk Desa Padas yang menempuh pendidikan 

di pondok pesantren. Karena minimnya latar belakang pendidikan yang 

ditempuh, menyebabkan minim pula ilmu agama yang dimiliki oleh 

penduduk Desa Padas. Banyak terjadi kasus wanita yang hamil di luar 

nikah, dan wanita yang melakukan hal-hal yang dilarang selama masa 

‘iddah, seperti memakai make-up yang berlebihan, keluar rumah tanpa 

alasan yang dibenarkan syari’at, bahkan juga berduaan dengan laki-laki 

yang bukan muhrimnya.
19

 

  Di RT 06, RW 02, Dusun Padas 2, Desa Padas, Kecamatan Padas, 

Kabupaten Ngawi telah terjadi sebuah kasus peminangan secara terang-

terangan ketika masa ‘iddah terhadap seorang wanita berusia 19 tahun 

berinisial ‚LWS‛. Wanita itu sudah pisah rumah dengan suaminya sejak 3 

tahun yang lalu. Selama pisah rumah dengan suaminya, dia sudah dekat 

dengan laki-laki lain. Laki-laki tersebut sudah sering berkunjung bahkan 

juga tampak akrab dengan keluarga dari ‚LWS‛. Si laki-laki terlihat 

berkunjung ke rumah si wanita dengan mengendarai sepeda motor Jupiter 

                                                             
19 Observasi (Pengamatan). 
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berwarna merah. Waktu berkunjungnya yaitu mulai petang sehabis 

Maghrib hingga pagi setelah Subuh. Padahal saat itu, status ‚LWS‛ masih 

istri sah dari suaminya. Gugatan perceraian antara ‚LWS‛ dengan mantan 

suaminya  baru diputus oleh Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 4 Juli 

2019 lalu.
20

  

  Karena seringnya mereka berduaan, sementara si wanita baru saja 

bercerai dengan suaminya, menyebabkan masyarakat sering 

menggunjingkan mereka. Masyarakat takut kalau mereka akan melakukan 

hal-hal yang tidak diinginkan, dan khawatir kalau laki-laki itu hanya 

berniat mempermainkan wanita tersebut. Karena geram mendengar 

omongan-omongan buruk dari para tetangga tentang mereka, akhirnya 

pada tanggal 13 Agustus 2019 si laki-laki beserta keluarganya datang ke 

rumah si wanita dan menyatakan niatnya untuk melamar wanita tersebut. 

Proses lamaran dihadiri oleh keluarga serta sesepuh dari kedua pihak.
21

 

  Beberapa hari setelah lamaran, yaitu tepatnya pada tanggal 16 

Agustus 2019, si laki-laki sudah memindahkan pakaian-pakaiannya ke 

rumah si wanita, atau dalam bahasa Jawanya disebut ‚boyongan‛ . Sejak 

saat itu hingga sekarang, si laki-laki telah tidur satu rumah dengan si 

wanita. Bahkan sebelum lamaran itu terjadi, si laki-laki dengan sukarela 

telah mengeluarkan banyak uang untuk merenovasi rumah si wanita. 

Kemudian, pada tanggal 22 Agustus 2019, si wanita beserta keluarganya, 

didampingi sesepuh serta ketua RT setempat datang ke rumah si laki-laki 

                                                             
20 Observasi (Pengamatan).  
21 Mutiah, Wawancara, Desa Padas, 5 September 2019.  
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untuk melakukan balasan. Seketika itu juga ditentukan bahwa mereka 

berdua akan melakukan akad nikah pada bulan Desember 2019.
22

     

  Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, jumhur ulama 

sepakat bahwa meminang wanita yang sedang ber’iddah secara terang-

terangan hukumnya adalah haram. Salah seorang tokoh agama di Desa 

Padas juga berpendapat bahwa: ‚Dalam posisi apapun, atau untuk alasan 

yang baik sekalipun, perempuan yang sedang ber’iddah haram untuk 

dipinang. Kalau untuk menghindari fitnah, seharusnya selama masa 

‘iddah wanita itu jangan dikenalkan dan didekatkan dengan laki-laki 

lain.‛
 23

   

  Namun dalam kasus di atas, semakin mereka berdua berusaha 

dijauhkan, maka si laki-laki malah berusaha datang menemui si wanita 

secara diam-diam tanpa sepengetahuan tetangga sekitar. Hal itu tentunya 

akan membuat masyarakat semakin berfikiran buruk tentang mereka, dan 

bahkan bisa menyebabkan lebih banyak lagi fitnah yang muncul.  

  Di satu sisi, lamaran yang dilakukan tersebut telah melanggar 

ketentuan dalam agama Islam. Namun di sisi lain, lamaran tersebut 

dilakukan karena kondisi darurat dan juga demi kemaslahatan, yaitu 

untuk menghindari fitnah. Selain itu dalam kaidah fiqhiyah juga terdapat 

suatu kaidah yang berbunyi: ُُالْمَحْذُوْراَتُُِتبُِيْحُُُالضَّرُوْراَت  (kondisi darurat bisa 

membolehkan sesuatu yang terlarang). 

                                                             
22 Sawilan (Ketua RT), Wawancara, Desa Padas, 10 September 2019.  
23 Anang, Wawancara, Desa Padas, 11 September 2019.  
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  Karena adanya kesenjangan antara teori dengan praktek, serta 

karena status hukum peminangan tersebut yang masih bersifat abu-abu, 

apakah peminangan dalam kondisi tersebut boleh dilakukan atau tidak, 

apakah kaidah fiqhiyah yang disebutkan di atas bisa diterapkan dalam 

kasus ini, menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus ini 

sebagai bahan skripsi. Penulis ingin mengetahui secara mendalam 

bagaimana analisis hukum Islam, serta bagaimana tanggapan para tokoh 

agama setempat terhadap kasus yang diangkat dalam penelitian ini.  

  Berangkat dari pemaparan di atas, mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut guna dijadikan bahan dalam penulisan 

skripsi dengan judul ‚Analisis Hukum Islam terhadap Praktek 

Peminangan Secara Terang-terangan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di 

Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi)‛. 

 

B. Identifikasi Masalah 

  Dalam meneliti Analisis Hukum Islam terhadap Praktek 

Peminangan Secara Terang-terangan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di 

Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi), ada beberapa masalah 

yang perlu dibahas, seperti: 

1. Definisi, dasar hukum, macam-macam, hikmah serta tujuan masa 

‘iddah  

2. Hak dan kewajiban wanita selama masa ‘iddah 

3. Definisi, dasar hukum, serta akibat hukum dari peminangan 
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4. Perempuan-perempuan yang boleh dipinang 

5. Konsep hukum Islam tentang peminangan terhadap wanita yang 

ber’iddah 

6. Praktek peminangan secara terang-terangan terhadap wanita ber’iddah 

untuk menghindari fitnah, yang terjadi di Desa Padas Ngawi  

7. Analisis hukum Islam tentang peminangan tehadap wanita ber’iddah 

untuk menghindari fitnah, yang terjadi di Desa Padas Ngawi 

 

C. Batasan Masalah 

  Setelah dilakukan identifikasi masalah, maka selanjutnya 

diperlukan adanya pembatasan agar permasalahan yang dibahas tidak 

terlalu meluas. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Praktek peminangan secara terang-terangan terhadap wanita ber’iddah 

yang terjadi di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.  

2. Analisis hukum Islam tentang peminangan tehadap wanita ber’iddah  

yang terjadi di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. 

 

D. Rumusan Masalah 

  Pembatasan-pembatasan masalah yang sudah ditentukan dapat 

dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktek peminangan secara terang-terangan dalam masa 

‘iddah yang terjadi di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten 

Ngawi? 
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2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek peminangan secara

terang-terangan dalam masa ‘iddah yang terjadi di Desa Padas

Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi?

E. Kajian Pustaka

Pengertian kajian pustaka yaitu deskripsi ringkas tentang 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, sehingga 

dapat dipastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan 

merupakan pengulangan dari penelitian yang lalu. Setidaknya terdapat 

beberapa karya ilmiah yang pernah membahas tentang peminangan dan 

sejenisnya, yaitu:  

Ria Analisa mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya dengan 

penelitian berjudul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta 

Calon Suami Kepada Calon Istri Pascapertunangan di Desa Paka’an 

Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura‛. Hasil penelitian 

menjelaskan bahwa: ‚Desa Paka’an Dajah memiliki tradisi memberikan 

zakat (metraeh), memberikan baju baru (nyalenih) dan membiayai calon 

istri pada masa pendidikan ketika proses pertunangan. Tradisi itu 

diwariskan dari nenek moyang dahulu‛.
24

 Tradisi tersebut merupakan al-

‘urf al-ṣaḥih yakni kebiasaan yang sudah diketahui orang, tidak menyalahi 

24 Ria Analisa, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Calon Suami Kepada Calon

Istri Pascapertunangan di Desa Paka’an Dajah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan Madura‛, 
(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 77. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 
 

 

 

aturan syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram, juga tidak 

membatalkan yang wajib. 

  M. Zaenal Afani mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan 

penelitian berjudul ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Khitbah yang 

Mendahulukan Menginap dalam Satu Kamar (Studi Kasus di Desa 

Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk)‛. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: ‚proses khitbah yang dilakukan oleh sebagian 

masyarakat Desa Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten 

Nganjuk, yang diawali dengan tidur bersama antara calon mempelai laki-

laki dengan calon mempelai wanita dalam satu kamar sangat menyimpang 

dengan hukum Islam‛. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-

Qur’an surat Al-Isro’ Ayat 32, surat Al-Baqarah ayat 235, dan hadits 

yang diriwayatkan Al-Bukhori dan Muslim.
25

  

  Putri Prasetiyaning Tiyas mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya 

dengan penelitian berjudul ‚Analisis Sadd Al Dhari’ah Terhadap 

Peminangan Kepada Dua Perempuan Dalam Waktu yang Berdekatan 

(Studi Kasus di Desa Petak Pacet Mojokerto)‛. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  ‚di desa Petak, ada seorang laki-laki yang sudah 

meminang seorang perempuan dan sudah diterima, namun laki-laki 

tersebut meminang perempuan lain lagi tanpa membatalkan peminangan 

yang sebelumnya. Penulis berpendapat bahwa praktek peminangan 

                                                             
25 M. Zaenal Afani, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Khitbah yang Mendahulukan 

Menginap dalam Satu Kamar (Studi Kasus di Desa Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. 

Nganjuk)‛, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 61.  
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tersebut merupakan suatu jalan menuju kemafsadatan. Peminangan 

kepada perempuan lain boleh dilakukan, asalkan peminang telah 

membatalkan pinangannya kepada perempuan yang sebelumnya‛.
26

 

  Dari ketiga kajian di atas belum ditemukan pembahasan yang 

benar-benar sama dengan penelitian ini. Karena walaupun kajian-kajian 

terdahulu membahas peminangan, tetapi yang menjadi pokok 

permasalahannya berbeda dengan penelitian ini. Dalam penelitian 

pertama, berfokus pada analisis Hukum Islam tentang calon suami yang 

memberikan harta kepada calon istri setelah pertunangan. Sementara 

penelitian kedua, tentang analisis Hukum Islam terhadap adat menginap 

dalam satu kamar terlebih dahulu sebelum melakukan khiṭbah. Dan 

kemudian yang ketiga, memaparkan tentang analisis Sadd Al Dhari’ah 

terhadap laki-laki yang meminang dua perempuan tanpa membatalkan 

pinangannya kepada perempuan pertama.  

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian ini lebih berfokus kepada analisis Hukum Islam tentang 

peminangan yang dilakukan saat masa ‘iddah karena menghindari fintah. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dianalisis adalah hukum 

tentang hal-hal yang dilakukan setelah peminangan, tapi pada penelitian 

ini yang dianalisis adalah hukum dari peminangannya. Selain itu pada 

penelitian-penelitian sebelumnya, peminangannya dilakukan terhadap 

                                                             
26 Putri Prasetiyaning Tiyas, ‚Analisis Sadd Al Dhari’ah Terhadap Peminangan Kepada Dua 

Perempuan Dalam Waktu yang Berdekatan (Studi Kasus di Desa Petak Pacet Mojokerto)‛, 
(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 80.  
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wanita-wanita yang menurut hukum Islam boleh untuk dipinang, 

sedangkan dalam penelitian ini wanitanya haram untuk dipinang karena 

masih dalam masa ‘iddah.  

  

F. Tujuan Penelitian 

  Segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki tujuan, dan tujuan 

yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek peminangan secara 

terang-terangan dalam masa ‘iddah yang terjadi di Desa Padas 

Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek 

peminangan secara terang-terangan dalam masa ‘iddah yang terjadi di 

Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi. 

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

  Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga diharapkan bisa 

memberikan manfaat atau kegunaan, antara lain sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang fiqh munakahat, khususnya bisa 

memperkuat dan menyempurnakan teori tentang peminangan serta 

teori tentang masa ‘iddah yang sudah ada sebelumnya. 
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2. Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi masyarakat pada umumnya, serta bagi para tokoh 

agama di masyarakat khususnya ketika menghadapi kasus seperti 

dalam penelitian ini. Selain itu juga diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai bahan bacaan, bahan diskusi, serta penambahan khasanah 

intelektual pengetahun bagi pihak yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 

H. Definisi Operasional 

  Untuk memperjelas gambaran tentang permasalahan yang 

terkandung dalam pembahasan penelitian ini, maka diperlukan penjelasan 

tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel dalam 

penelitian ini. Penjelasan-penjelasan tersebut antara lain, yaitu: 

1. Analisis Hukum Islam: analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
27

 Dan Hukum 

Islam yaitu seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan 

Sunnah Rasul SAW tentang tingkah laku mukallaf yang diakui serta 

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam.
28

 Yang 

dimaksud analisis Hukum Islam dalam penelitian ini yaitu 

menganalisis pendapat para fuqaha tentang peminangan kepada 

wanita yang sedang ber‘iddah, menganalisis alasan dilakukannya 

                                                             
27 Tim Penyusun Kamus, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60.  
28 Misbahul Munir, dkk., Studi Hukum Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2016), 32.  
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peminangan menggunakan kaidah fiqhiyah, serta menganalisis 

peristiwa boyongan menggunakan Kompilasi Hukum Islam.  

2. Peminangan secara terang-terangan dalam masa ‘iddah, maksudnya 

yaitu permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk 

mengawininya, dimana proses itu dilakukan secara terang-terangan 

dengan menghadirkan keluarga, sesepuh, serta tokoh masyarakat dari 

kedua pihak, dan si wanita juga telah melakukan balasan. Dalam 

penelitian ini, peminangan tersebut dilakukan dalam masa ‘iddah, 

yaitu masa menunggu bagi wanita setelah bercerai dengan suaminya, 

dimana masa ‘iddah tersebut baru berlangsung selama 2 bulan.  

 

I. Metode Penelitian 

1. Data yang Dikumpulkan 

 Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini adalah 

gambaran umum mengenai praktek peminangan secara terang-

terangan dalam masa ‘iddah yang terjadi di Desa Padas Kecamatan 

Padas Kabupaten Ngawi. 

2. Sumber Data  

 Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan kelengkapan 

serta kesempurnaan dalam penelitian ini yaitu: 
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a. Sumber Data Primer 

  Sumber data primer yaitu sumber yang bersifat utama dan 

penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah 

informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.
29

 

Sumber data primer dalam penelitian ini, yaitu meliputi: 

1) Pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan peminangan 

secara terang-terangan dalam masa ‘iddah, yang dapat 

memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis. 

2) Masyarakat sekitar atau para tetangga yang dianggap 

mengetahui dan dapat memberikan keterangan yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

3) Para tokoh agama di Desa Padas yang bisa membantu 

memberikan pendapat tentang masalah yang akan diteliti, 

serta bisa memberikan solusi dari masalah tersebut.   

b. Sumber Data Sekunder 

  Sumber data sekunder adalah sumber yang bersifat 

membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat 

serta memberikan kejelasan.
30

 Sumber ini berguna sebagai 

pendukung dari data primer. Adapun sumber data sekunder dalam 

penelitian ini, yaitu meliputi:  

                                                             
29

 Abdur Rouf, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan yang Disetujui 

oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan dari Ibu (Studi Kasus di 

Desa Paterrongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)‛, (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 

Surabaya, 2019), 19.   
30 Ibid.  
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1) Al-Qur’an, Hadits, pendapat para fuqaha, dan kaidah fiqhiyah. 

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

3) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh 

Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan karangan Amir 

Syarifuddin. 

4) Fiqh Munakahat : Khiṭbah, Nikah, dan Talak karangan Abdul 

Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.  

5) Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

(Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan) 

karangan Soemiyati.  

6) Fiqih Munakahat karangan Slamet Abidin dan Aminuddin. 

7) Fiqh Munakahat karangan Abd. Rahman Ghazaly.  

8) Fiqih Islam Wa Adillatuhu karangan Wahbah az-Zuhaili. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 Demi keakuratan dan ketepatan data yang diperoleh, maka penulis 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi (Pengamatan) 

  Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan cara mengamati serta mendengarkan 

peristiwa yang diteliti. Observasi dilakukan selama bulan 

September sampai Desember 2019 di lingkungan sekitar subyek 
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penelitian yaitu di Desa Padas, Ngawi, sehingga diperoleh data 

yang faktual terkait praktek peminangan tersebut. 

b. Interview (Wawancara) 

  Metode wawancara atau interview yaitu salah satu teknik 

pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan subjek penelitian atau responden. Dalam hal ini, 

penulis melakukan tanya jawab dengan pihak narasumber, yang 

meliputi pihak laki-laki dan perempuan yang melakukan 

peminangan dalam masa ‘iddah, masyarakat sekitar yang dianggap 

mengetahui dan dapat memberikan keterangan yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti, serta wawancara dengan tokoh 

agama di Desa Padas untuk membantu penulis menganalisis serta 

mendapatkan cara penyelesaian dari kasus tersebut.  

c. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah menggali data atau informasi melalui 

benda-benda tertulis, yakni buku, jurnal, website, artikel-artikel, 

dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan melakukan pengkajian 

secara mendalam terhadap dokumentasi-dokumentasi yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, maka akan membantu 

penulis untuk menganalisis permasalahan tersebut. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data kepustakaan yang berkaitan 

dengan peminangan, masa ‘iddah, serta peminangan yang 

dilakukan dalam masa ‘iddah menurut hukum Islam. 
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4. Teknik Pengolahan Data 

 Setelah memperoleh data, maka penulis akan mengolah data 

dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa dan mengevaluasi kembali semua data 

yang terkumpul untuk mengetahui kelengkapannya serta 

mempermudah proses seleksi data, sehingga dapat dilakukan 

penggalian lebih lanjut bila diperlukan. 

b. Analizing adalah memberi analisis sebagai dasar bagi penarikan 

suatu kesimpulan tentang analisis hukum Islam terhadap praktek 

peminangan secara terang-terangan dalam masa ‘iddah untuk 

menghindari fitnah. 

5. Teknik Analisa Data 

 Data yang telah diperoleh dan telah diolah, selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisa data, yaitu berupa teknik 

deskriptif analisis dan pola pikir deduktif.  

 Teknik Deskriptif Analisis adalah sebuah metode analisis data 

yang memaparkan, menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang 

didapat dari hasil penelitian, kemudian data-data yang telah jadi 

dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada teori-teori yang 

sudah ada. Dalam penelitian ini, setelah penulis mendapatkan data-

data tentang praktek peminangan secara terang-terangan dalam masa 

‘iddah karena menghindari fitnah, lalu data-data tersebut dianalisis 

menggunakan teori menurut hukum Islam.  
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 Pola pikir Deduktif adalah pola pikir yang mengungkapkan hal-hal 

umum terlebih dahulu lalu dihubungkan ke hal-hal yang khusus. 

Dalam penelitian ini dijelaskan dahulu secara umum mengenai 

peminangan, masa ‘iddah, praktek peminangan yang dilakukan dalam 

masa ‘iddah karena menghindari fitnah, kemudian dipaparkan 

analisisnya menurut Hukum Islam.  

 

J. Sistematika Pembahasan 

  Bab Pertama yaitu Pendahuluan, yang berisi tentang latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

  Bab Kedua yaitu Kajian Teori, yang memuat kajian teoritik 

tentang ‘iddah dan peminangan, yang meliputi pengertian, dasar hukum, 

hikmah dan tujuan masa ‘iddah serta peminangan, macam-macam masa 

‘iddah, hak dan kewajiban wanita selama masa ‘iddah, akibat hukum serta 

syarat-syarat peminangan, dan nash dalam Al-Qur’an serta Hadits, 

pendapat para ulama, juga pasal-pasal di KHI tentang peminangan ketika 

masa ‘iddah, serta memuat penjelasan tentang kaidah fiqhiyah yang 

digunakan untuk menganalisis keadaan darurat pada kasus peminangan 

tersebut. 

  Bab Ketiga yaitu Data Penelitian, yang memuat tentang deskripsi 

data faktual terkait praktek peminangan secara terang-terangan dalam 
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masa ‘iddah karena menghindari fitnah di Desa Padas (meliputi sekilas 

tentang profil Desa Padas, profil subjek penelitian atau narasumber, dan 

gambaran secara detail tentang praktek peminangan secara terang-

terangan dalam masa ‘iddah), serta juga memuat tentang pendapat dan 

solusi dari tokoh agama di Desa Padas mengenai kasus dalam penelitian 

ini. 

  Bab Keempat yaitu Analisa Data, yang berisi tentang analisis 

praktek peminangan secara terang-terangan dalam masa ‘iddah karena 

menghindari fitnah di Desa Padas berdasarkan teori dalam Al-Qur’an, 

hadits, ijma’ ulama, Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat tokoh agama 

setempat.  

  Bab Kelima yaitu Penutup, yang berisikan kesimpulan sebagai 

jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab I serta saran-

saran mengenai peneilitian yang telah dilakukan. 
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BAB II 

PEMINANGAN SAAT MASA ‘IDDAH MENURUT HUKUM ISLAM 

A. Khiṭbah (Peminangan) 

  Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu tentang 

praktek peminangan terhadap wanita yang masih ber’iddah. Pada bab ini, 

yang akan dibahas pertama kali yaitu mengenai peminangan, yang 

meliputi pengertian, tujuan, syarat wanita yang dipinang, akibat hukum 

peminangan, adab dalam meminang, melihat wanita yang dipinang, 

meminang pinangan orang lain, dan hikmah disyariatkannya peminangan.    

1. Pengertian Khiṭbah (Peminangan) 

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang. 

Meminang atau melamar dalam bahasa Arab disebut khiṭbah. 

Menurut bahasa, meminang artinya meminta wanita untuk dijadikan 

istri, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Menurut istilah, 

peminangan adalah langkah awal untuk menuju ke arah terjadinya 

hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan.
1
 

Pelaksanaan peminangan pun beragam, adakalanya peminang 

datang sendiri untuk meminta langsung kepada orang yang 

                                                             
1 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, ( Jakarta: Prenada Media, 2003), 73.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 
 

 

 

dikehendaki, bisa juga melalui keluarga atau utusan yang dipercaya 

dapat menyampaikan kehendaknya kepada orang yang bersangkutan.
2
 

2. Tujuan Peminangan 

Menurut hukum Islam, tujuan peminangan yaitu untuk menjaga 

agar wanita yang didambakan itu tidak dipinang oleh orang lain 

sebelum ia melakukan perkawinan dengan wanita tersebut. Dengan 

dilakukannya peminangan tersebut diharapkan  agar kedua belah 

pihak yang akan melangsungkan pernikahan dapat saling mengenal 

dan saling mengetahui secara mendalam baik kecantikannya maupun 

ketampanannya, sifat-sifat serta kepribadiannya, sehingga tidak akan 

menimbulkan kekecewaan ketika sudah menikah.
3
 

3. Syarat Wanita yang Dipinang 

Tidak semua wanita dapat dipinang oleh seorang laki-laki, akan 

tetapi terdapat syarat yang harus dipenuhi. Dalam kitab fiqh, dikenal 

dua macam syarat dalam meminang, yaitu: 

a. Syarat Mustaḥsinah 

  Syarat mustaḥsinah adalah syarat yang sifatnya anjuran 

kepada seorang pria untuk meneliti lebih dahulu wanita yang akan 

dipinangnya agar terjamin kelangsungan hidup perkawinan yang 

bahagia. Syarat mustaḥsinah ini hanya merupakan suatu hal yang 

                                                             
2 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat : 
Khiṭbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2011), 8 
3 Ahmad Ridwan, ‚Batasan Melihat Wanita dalam Peminangan (Perspektif Ibn Hazm)‛, (Skripsi-

-UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012), 38. 
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baik, artinya tanpa memenuhi syarat mustaḥsinah ini peminangan 

tetap sah. Adapun yang termasuk syarat mustaḥsinah ialah:
4
  

1) Wanita yang dipinang itu hendaknya semata-mata dipilih 

bukan hanya karena kekayaannya, kecantikannya, dan 

nasabnya, tetapi juga berdasarkan pertimbangan integritas dan 

agamanya. Dalam sabda Rasulullah SAW dinyatakan: 

 اِنَُّالْمَرْأةََُتُ نْكَحُُعَلَىُدِينِهَاُوَمَالَِاَُوَجََاَلَِاَُفَ عَلَيْكَُبِذَاتُِالدِّينُِ
 }رواهُمسلمُوالترُمذ{

 ‚Sesungguhnya wanita itu dikawini karena agamanya, 

hartanya, dan kecantikannya, maka pilihlah yang 

beragama‛. (H.R. Muslim dan al-Tirmidzi).  

  

2) Perempuan yang akan dipinang itu hendaknya perempuan yang 

penyayang dan perempuan yang peranak. 

3) Perempuan yang ingin dipinang itu hendaknya perempuan 

yang jauh hubungan darahnya dengan pria peminang. 

b. Syarat Lāzimah 

  Syarat lāzimah adalah syarat yang harus ada sebelum 

dilaksanakan peminangan. Sah atau tidaknya peminangan 

ditentukan oleh syarat ini. Adapun yang tergolong dalam syarat 

lāzimah adalah:
5
 

1) Perempuan yang dipilih untuk dipinang bukan merupakan 

pinangan pria lain, berdasarkan hadits Rasulullah SAW yaitu: 

                                                             
4 Dakwatul Chairah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 

2014), 43-44.  
5 Ibid., 44-45.  
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تَاعَُعَلَىُبَ يْعُِاَخِيْوُِوَلََُيََْطُبَُعَلَىُخِطْبَةُِ انَُْيَ ب ْ يََِل ُلَوُُ ؤْمِنُِفَلاَُ
ُ
الَْمُؤْمِنُُاَخُوُالم

ُيذََرَُ}رُ واهُاحمدُومسلم{اَخِيْوُِحَتََّّ  
 ‚Orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara, tidak 

boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, 

dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia 

tinggalkan‛. (H.R. Ahmad dan Muslim).  

 

Dalam KHI pasal 12 ayat (3) dijelaskan bahwa: ‚Dilarang 

meminang wanita yang sedang dipinang pria lain, dan 

pinangan pria tersebut belum putus atau belum ditolak‛.
6
  

2) Perempuan yang dipinang tidak sedang ber‘iddah. Terhadap 

perempuan yang sedang ber‘iddah ṭalāq raj’i tidak boleh 

dipinang sebab yang lebih utama merujuknya kembali ialah 

mantan suaminya. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam 

Q.S. Al-Baqarah ayat 228, yaitu:  

...ُاِصْلَاحًاُارَاَدُوْاُاِنُُْذَالِكَُُفُُِبِرَدِّىِنَُُّاَحَقُ ُلتَُ هُنَُُّوَبُ عُو...ُ  

 ‚Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada 

mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki 

perbaikan‛.
7
  

 

Dalam KHI pasal 12 ayat (2) dijelaskan: ‚Wanita yang masih 

menjalani masa ‘iddah ṭalāq raj’i maka haram untuk 

dipinang‛.
8
 Sedangkan wanita yang masih menjalani masa 

‘iddah ṭalāq ba’in, hanya boleh dipinang secara sindiran, 

                                                             
6
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 

116. 
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), Al-Baqarah 

(2) : 228.  
8 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam…, 116.  
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walaupun ia sudah tidak mungkin kembali dengan mantan 

suaminya kecuali dengan akad baru. Sebagaimana tercantum 

pada Q.S. Al-Baqarah ayat 235, yaitu:  

تُمُْفُِأنَْ فُسِكُمُْوَلََُ جُنَاحَُعَلَيْكُمُْفِيمَاعَرَّضْتُمُْبِوُِمِنُْخِطْبَةُِالنِّسَآءُِأَوُْأَكْنَ ن ْ  
 ‚Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-

perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan 

(keinginanmu) dalam hati‛.
9
  

 

3) Wanita yang ingin dipinang itu bukanlah wanita yang 

merupakan mahram dari pria peminang. 

4. Akibat Hukum Khiṭbah (Peminangan) 

Khiṭbah tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. 

Karakteristik khiṭbah semata-mata hanyalah perjanjian untuk 

menikah. Andaikata kedua belah pihak sudah sepakat mengenai 

jumlah mahar dan bahkan mahar tersebut sudah diberikan, atau wanita 

yang dipinang sudah menerima bermacam-macam hadiah dari laki-

laki peminang, semua itu tidak merubah status khiṭbah sebagai janji 

semata.
10

 

Pria dan wanita yang terikat dalam akad khiṭbah, dalam 

pandangan syari’at tetap dianggap sebagai orang asing satu sama lain, 

belum berlaku hak dan kewajiban diantara mereka, hanya saja mereka 

boleh untuk lebih saling mengenal satu sama lain.  Sebagaimana 

                                                             
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Baqarah (2) : 235.  
10 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 8 
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dijelaskan dalam KHI pasal 13 ayat (1) bahwa: ‚pinangan belum 

menimbulkan akibat hukum dan sewaktu-waktu bisa dibatalkan.‛
11

 

5. Adab dalam Mengkhitbah atau Meminang 

Adapun adab-adab dalam mengkhitbah antara lain:
12

 

a. Naẓar ( رظن ) yang berarti melihat calon wanita yang dipinang  

  Yaitu melihat kepada hal-hal yang mampu menjadikan si 

peminang merasa yakin untuk menikahinya. Apabila si peminang 

melihat calonnya lalu menemukan hal-hal yang tidak dia senangi 

dari calonnya itu, maka dia berhak membatalkan pinangannya. 

b. Berpenampilan sederhana ketika meminang  

  Tidak diperkenankan bagi peminang untuk memakai 

pakaian yang sangat mewah serta parfum yang sangat wangi ketika 

meminang. Hal ini karena kesediaan wanita untuk dinaẓar, belum 

menjadi tanda akan keridhoan dari kedua belah pihak, dan bisa jadi 

si wanita yang dipinang akan terfitnah dengan penampilan 

peminang sehingga menimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak 

terpuji, khususnya jika pinangannya ditolak oleh salah satu pihak.  

c. Wanita yang akan dinaẓar diperbolehkan berhias sekedarnya.  

d. Istikharah  

                                                             
11

 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 116.   
12 Listiani, ‚Adab Mengkhitbah dan Beberapa Hal yang Berkaitan dengan Pinangan‛, 

https://www.google.com/amp/s/lhiesty.wordpress.com/2010/10/23/adab-mengkhitbah-dan-

beberapa-hal-yang-berkaitan-dengan-pinangan/amp/, ‚diakses pada‛ 10 November 2019 pukul 

11.00 WIB.   

https://www.google.com/amp/s/lhiesty.wordpress.com/2010/10/23/adab-mengkhitbah-dan-beberapa-hal-yang-berkaitan-dengan-pinangan/amp/
https://www.google.com/amp/s/lhiesty.wordpress.com/2010/10/23/adab-mengkhitbah-dan-beberapa-hal-yang-berkaitan-dengan-pinangan/amp/
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  Setelah proses naẓar, maka disunnahkan bagi kedua pihak 

untuk melaksanakan sholat istikharah, dengan tujuan mengharap 

taufik serta petunjuk dari Allah SWT.  

e. Sederhana dalam mahar 

  Setelah kedua belah pihak telah saling menyetujui, maka 

hendaknya wali dari wanita yang dipinang tidak memasang target 

mahar yang tinggi, karena sesungguhnya kemuliaan seorang wanita 

terdapat pada kesederhanaan maharnya. 

6. Melihat Wanita yang Dipinang 

 Demi tercapainya kehidupan rumah tangga yang bahagia, laki-

laki diperbolehkan lebih dulu melihat perempuan yang akan 

dipinangnya, sehingga dapat diketahui kecantikannya, atau untuk 

mengetahui cacat dan cela dari perempuan tersebut.  

Seseorang yang bijaksana pasti enggan melakukan sesuatu 

sebelum ia mengetahui betul baik buruknya. Al-A’masy berpendapat 

bahwa: ‚Setiap perkawinan yang tidak didahului dengan saling 

mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu‛. 

Hukum melihat pinangan menurut agama adalah sunnah dan juga 

dianjurkan.
13

  

Dari Jabir bin Abdillah disebutkan, Rasulullah SAW bersabda: 

ُفَ لْيَ فْعَلُُْنِكَاحِهَاُاِلَُُمَايدَْعُوْهُُُاِلَُُيَ نْظرَُُُانَُُْاسْتَطاَعَُُفَاِنُُِالْمَرْأةَُُاَحَدكُُمُُُخَطَبَُُاِذَا  
 ‚Jika salah seorang di antara kalian meminang seorang 

perempuan, sekiranya ia dapat melihat sesuatu darinya yang 

                                                             
13 Abdul Kholiq Syafa’at, Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: UINSA Press, 2014), 49.  
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mampu menambah keinginan untuk menikahinya, maka hendaklah 

ia melihatnya.‛ (H.R. Abu Dawud dan Hakim).
14

  

 

رةَُُِعَنُِ ُوَسَلَّمَُُعَليَْوُُِاللُُُصَلَّىُاللُُِرَسُوْلُُُلَوُُُفَ قَالَُ,ُُامِْرأَةًَُُخَطَبَُُانََّوُُ,ُشُعْبَةَُُبْنُُِالْمُغِي ْ
هَاُانََظَرْتَُ هَاُانُْظرُُُْقاَلَُ:ُُقَلاَُُ؟ُالِيَ ْ نَكُمَُُيُ ؤْدِمَُُانَُُْاَحْرَيُفَاِنَّوُُُالِيَ ْ ابَ ي ْ  

 ‚Dari Mughirah bin Syu’bah: ia pernah meminang seorang 

perempuan, lalu kata Rasulullah kepadanya: Sudahkah kau lihat 

dia? Jawabnya: Belum. Sabdanya: Lihatlah dia lebih dahulu agar 

nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.‛ (H.R. Nasa’i, 

Ibnu Majah dan Tirmidzi).
15

  

 

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dasar, dan 

mereka berpendapat: ‚Diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat 

pada bagian yang tidak diharamkan dari wanita yang hendak 

dipinangnya.‛ Hal itu merupakan pendapat dari Imam Tirmidzi, 

Imam Ahmad serta Imam Ishak.
16

  

Mengenai bagian mana saja yang boleh dilihat dari wanita yang 

dipinang, fuqaha berbeda pendapat. Mayoritas fuqaha, termasuk 

Imam Malik berpendapat bahwa: ‚laki-laki peminang hanya boleh 

melihat muka dan dua telapak tangan wanita yang dipinang, karena 

melalui muka dapat dilihat kecantikan wanita itu, dan dari telapak 

tangannya dapat diketahui kesuburan wanita itu‛.
17

  

Ahli fiqh yang lain, seperti Abu Daud Azh-Zhahiriy 

berpendapat bahwa: ‚boleh melihat seluruh tubuh, kecuali dua 

                                                             
14 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2007), 399.  
15 Abdul Kholiq Syafa’at, Hukum Keluarga…, 49-50.  
16 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, 398.  
17 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974, tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 2007), 27.  
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kemaluan‛. Sedangkan ahli fiqh yang lain lagi tidak memperbolehkan 

melihat sama sekali. Imam Abu Hanifah berpendapat: ‚boleh melihat 

muka, serta dua telapak kaki dan tangan‛.
18

 

Al-Auza’i berpendapat: ‚boleh melihat pada bagian-bagian 

yang diinginkan, selain aurat‛. Sedangkan menurut Ibnu Hazm: 

‚boleh melihat pada bagian depan dan belakang dari wanita tersebut‛. 

Dinukil oleh Ath-Thahawi dari suatu kaum, dijelaskan bahwa: 

‚dilarang melihat wanita yang hendak dipinang sebelum adanya akad 

nikah‛.
19

 

Secara eksplisit dalam hadits-hadits Nabi SAW tidak 

menentukan batas bagian-bagian yang boleh dilihat, akan tetapi 

jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat yaitu wajah 

untuk melihat kecantikan, dan kedua telapak tangan untuk melihat 

kesuburan.   

Dalam proses melihat calon istri ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi, yang pertama ialah, calon suami telah memiliki niat 

kesungguhan untuk menikah. Kedua, batasan bolehnya memandang 

sangat terpaut dengan etika dan budaya. Kebolehan melihat calon 

istri merupakan suatu rukhsah (keringanan), dimana syari’at 

membolehkan hanya untuk orang yang berniat melamar, selain itu 

maka hukumnya haram. Ketika melihat wanita yang dipinang tidak 

boleh dilakukan dalam kondisi berkhalwat (berdua-duaan), akan 

                                                             
18 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 75. 
19 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, 399-400.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34 
 

 

 

tetapi si wanita wajib ditemani oleh laki-laki yang merupakan 

mahramnya.
20

 

7. Meminang Pinangan Orang Lain 

Islam mengharamkan seorang laki-laki meminang wanita yang 

telah dipinang saudaranya. Keharaman itu bertujuan untuk 

menyelamatkan pernikahan dari permusuhan yang bisa menyakitkan 

hati, serta memutuskan hubungan.
21

  

Dari Uqbah bin ‘Amir, Rasulullah SAW bersabda: 

تَاعَُعَلَىُبَ يْعُِاَخِيْوُِوَلََُيََْطُبَُعَلَىُخِطْبَةُِاَخِيْوُِ انَُْيَ ب ْ يََِل ُلَوُُ ؤْمِنُِفَلاَُ
ُ
الَْمُؤْمِنُُاَخُوُالم

ُيذََرَُ}رواهُاحمدُومسلم{  حَتََّّ
 ‚Orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh ia 

membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang 

pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan‛. (H.R. Ahmad dan 

Muslim).
22

  

 

Imam Syafi’i berkomentar tentang penafsiran Hadits Nabi di 

atas, yaitu: ‚Apabila seorang laki-laki meminang seorang perempuan, 

dan pinangan itu diterima, maka orang lain tidak boleh 

meminangnya. Apabila tidak diketahui bahwa si perempuan telah 

menerima pinangan itu, maka tidaklah berdosa orang lain 

meminangnya‛.
23

 

                                                             
20 A. Darussalam, ‚Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadits Nabi SAW)‛, Jurnal Tahdis, 
Volume 9, Nomor 2 (2018), 176.  
21 Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), 69.  
22 Abdul Kholiq Syafa’at, Hukum Keluarga…, 48.  
23 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam…, 25.  
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Apabila seorang wanita telah menerima pinangan dari seorang 

pria dan walinya juga telah menyetujuinya, maka wanita itu haram 

untuk dipinang pria lain. Tetapi kalau pinangan pertama belum 

diterima, juga belum ditolak, atau bahkan sudah ditolak, atau karena 

pria yang kedua belum tahu jika sudah ada pria lain yang meminang 

wanita itu, atau pria pertama mengizinkan pria kedua untuk 

meminang wanita itu, maka pinangan kedua tersebut boleh 

dilakukan.
24

 

8. Hikmah Disyariatkan Khiṭbah (Peminangan) 

Salah satu dari kedua calon pasangan yang hendak menikah 

sebaiknya harus menyeleksi dengan benar dan mengetahui secara jelas 

karakter, perilaku, dan akhlak calon pasangannya, sehingga keduanya 

dapat menciptakan hidup yang mulia, bahagia, tentram, dan penuh 

kasih sayang. Ketergesaan untuk menjalin ikatan perkawinan hanya 

akan mendatangkan dampak negatif bagi salah satu pihak atau bahkan 

kedua belah pihak. Inilah hikmah disyariatkannya khiṭbah dalam 

Islam yaitu untuk mencapai keinginan yang mulia dan harapan yang 

agung.
25

  

 

B. ‘Iddah (Masa Menunggu) 

  Setelah menjelaskan mengenai peminangan, maka yang 

selanjutnya akan dibahas yaitu tentang ‘iddah, yang meliputi pengertian, 

                                                             
24 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 77.  
25 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 10 
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dasar hukum, hikmah dan tujuan, hak dan kewajiban istri ketika masa 

‘iddah, serta macam-macam masa ‘iddah.  

1. Pengertian ‘Iddah  

Definisi ‘iddah menurut bahasa berasal dari kata al-‘udd dan al-

Ihshâ yang berarti bilangan atau hitungan. Menurut pengertian dalam 

kamus, ‘iddah wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan masa bela 

sungkawanya terhadap suami. Menurut pendapat fuqaha, ‘iddah adalah 

waktu menunggu bagi wanita sehinggaahalal dinikahi laki-laki lain.
26

 

Dalam kitab fiqh ditemukan definisi ‘iddah yang sederhana, 

yaitu masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Al-Shan’aniy 

mengemukakan definisi ‘iddah, yaitu: “Suatu masa dimana seorang 

perempuan menunggu untuk berkesempatan dapat kawin lagi setelah 

ditinggal wafat suaminya atau setelah bercerai dengan suaminya”.
27

  

Menurut Syarbini Khatib, ‘iddah yaitu: ‚suatu masa tunggu 

bagi seorang wanita untuk memastikan kekosongan rahimnya atau 

masa berduka setelah ditinggal wafat suaminya‛. Menurut Abdul 

Fatah Idris dan Abu Ahmadi, ‘iddah yaitu: ‚masa tertentu untuk 

menunggu, hingga rahim seorang wanita dapat dipastikan masih 

bersih ketika ia sudah bercerai dengan suaminya‛. Menurut 

Abdurrahman I Doi, ‘iddah yaitu: ‚suatu masa penantian bagi seorang 

wanita untuk tidak menikah lagi setelah suaminya wafat atau setelah 

                                                             
26 Ibid., 318.  
27 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana, 2009), 303.  
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bercerai dengannya‛. Dan menurut Sayyid Sabiq ‘iddah yaitu: ‚masa 

bagi wanita untuk menunggu dan tidak boleh menikah lagi setelah 

suaminya wafat‛.
28

 

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan bahwa definisi dari ‘iddah yaitu: masa yang harus dilalui 

oleh seorang wanita yanggtelah ditinggal wafat suaminya atau telah 

bercerai dengan suaminya, dengan tujuan untuk mengetahui bersih 

rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah, sehingga 

perempuan tersebut bisa menikah lagi. 

2. Dasar Hukum ‘Iddah  

Hukum ‘iddah adalah wajib, sebagaimana tercantum pada 

firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah ayat 228 : 

ُفُُِاللُُُمَاخَلَقَُُيَكْتُمْنَُُأنَُُْلََنَُُُّوَلََيََِلُ ُقُ رُوءٍُُثَلاثَةََُُبِِنَْ فُسِهِنَُُّيَ تَ ربََّصْنَُُوَالْمُطلََّقَاتُُ
ُأرَْحَامِهِنَُّ  

‚Wanita-wanita yang diṭalāq hendaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru’. Tidak halal perempuan itu menyembunyikan apa 

yang dijadikan Allah dalam rahimnya‛.
29

  

 

Selain itu  juga disebutkan dalam Shahih Muslim dari Fathimah 

binti Qais bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya : 

مَكْتُ وْمُامُُُِّابْنُُِعَمِّكُُِابْنُُِبَ يْتُُِفُُِاِعْتَدِّيُْ   

‚Hendaklah engkau ber’iddah di rumah putra pamanmu Ibnu 

Ummi Maktum‛.
30

 

                                                             
28 Ria Rezky Amir, ‚Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)‛, Jurnal Al-Mau’izhah, Volume 1, 

Nomor 1 (September 2018), 13.  
29 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 319. 
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Ijma’ umat Islam telah sepakat mengenai kewajiban menjalani ‘iddah 

yang telah ditetapkan sejak masa Rasulullah SAW hingga sekarang. 

3. Hikmah dan Tujuan Disyariatkan ‘Iddah  

Fuqaha sepakat jika syariat Islam mewajibkan ‘iddah tentunya 

tidak lain karena ada beberapa hikmah yang ingin dicapai, yaitu:
31

 

a. Mengetahui kekosongan rahim, sehingga jika ternyata diketahui 

sedang hamil, nasab anak yang dilahirkan tetap terpelihara. 

b. Memberikan kesempatan bagi suami untuk introspeksi diri serta 

bisa rujuk dengan istri yang telah diṭalāqnya. 

c. Menghargai posisi si suami di mata si istri. Sehingga dengan 

adanya masa ‘iddah bisa menunjukkan bahwa perpisahan itu 

memberikan pengaruh bagi pasangan suami-istri.  

d. Menunjukkan keagungan dan kemulian masalah pernikahan serta 

masalah hubungan badan. 

e. Selalu berhati-hati dalam memelihara hak suami, hak istri serta 

hak anak-anak, dan juga untuk menjalankan perintah Allah yang 

telah mewajibkan ‘iddah.  

Sudarsono mengemukakan beberapa tujuan ‘iddah, yaitu:
32

 

a. Kesempatan bagi suami untuk berfikir apakah memilih rujuk 

dengan istri atau tetap melanjutkan ṭalāq yang telah dijatuhkan. 

                                                                                                                                                                       
30 Ibid. 
31 Ibid., 320.  
32 Ria Rezky Amir, ‚Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim), 16-17.  
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b. Kesempatan bagi istri untuk memastikan apakah rahimnya benar-

benar kosong atau justru malah sedang hamil. 

c. Sebagai masa peralihan. 

Kemudian menurut Azhar Basyir tujuan ‘iddah adalah:
33

  

a. Untuk memperlihatkan betapa mulianya masalah perkawinan 

dalam Islam, oleh karena itu harus diusahakan agar selalu kekal. 

b. Bagi istri yang ditinggal wafat suami, ‘iddah diadakan untuk 

menunjukkan rasa bela sungkawa atas wafatnya suami. 

c. Bagi suami istri yang bercerai karena ṭalāq dan sudah pernah 

bersenggama, ‘iddah bertujuan untuk meyakinkan kekosongan 

rahim. 

4. Hak dan Kewajiban Istri Ketika ‘Iddah  

Jumhur ulama kecuali Imam Hasan al-Basri telah sepakat 

bahwa: ‚salah satu perkara yang wajib dilakukan wanita ketika 

menjalani masa ‘iddah adalah ihdād, yang berarti meninggalkan 

perbuatan yang bisa menarik perhatian pria yang bukan 

mahramnya‛.
34

 

Kewajiban istri ketika menjalani masa ‘iddah yaitu, harus 

bertempat tinggal di rumah yang ditentukan oleh suami hingga masa 

‘iddahnya berakhir. Selama ber’iddah, istri tidak boleh diusir dari 

                                                             
33 Ibid., 17.  
34 Jauharatun, ‚Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘Iddah Menurut Pandangan Ulama 

Palangkaraya‛, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Volume 12, Nomor 2 (Desember 2016), 160.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 
 

 

 

rumah itu, kecuali ada alasan tertentu. Istri juga berhak memperoleh 

nafkah dari suaminya, yaitu berupa sandang, pangan, papan.
35

   

Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 41 huruf (c) memberi 

ketentuan bahwa: ‚Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami 

untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu 

kewajiban bagi bekas istri‛.
36

 

Ketentuan seperti dalam Undang-Undang Perkawinan di atas, 

dalam hukum Islam tercantum di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 

ayat 241:  

ُالْمُتَّقِيَُُْعَلَىُحَقًّاُبِِلْمَعْرُوْفُُِمَتَاعٌُُوَللِْمُطلََّقَاتُِ  
 ‚Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah 

diberi mut’ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban 

bagi orang yang bertakwa‛.
37

 

Dalam ayat di atas diperoleh ketentuan bahwa selain 

memberikan nafkah ‘iddah, suami harus menyerahkan mut’ah atau 

uang hiburan perceraian kepada istrinya. Besarnya mut’ah tersebut 

disesuaikan dengan kemampuan suami. Kalau terjadi perselisihan 

pendapat antara kedua suami istri mengenai jumlahnya, Pengadilan 

Agama dapat menentukan jumlah dan wujud mut’ah itu. Mut’ah 

diberikan setelah masa ‘iddah habis, bertujuan untuk membiayai 

                                                             
35 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam…, 123.  
36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
37 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Baqarah (2) : 241.  
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kehidupan bekas istri sebelum melakukan perkawinan lagi dengan 

laki-laki lain.
38

  

Mengenai nafkah ‘iddah untuk istri yang sedang menjalani 

‘iddah ṭalāq ba’in, terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan 

fuqaha. Menurut Imam Abu Hanifah: ‚wanita yang sedang menjalani 

‘iddah ṭalāq ba’in berhak mendapat nafkah seperti yang diterimanya 

ketika belum bercerai, sebab selama masa ‘iddah ia harus tetap 

tinggal di rumah suami‛. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik: 

‚wanita yang sedang menjalani ‘iddah ṭalāq ba’in hanya berhak 

mendapat nafkah penuh apabila ia dalam keadaan hamil, apabila tidak 

hamil ia hanya berhak atas tempat tinggal saja‛. Dan menurut Imam 

Ahmad bin Hambal: ‚wanita yang sedang menjalani ‘iddah ṭalāq 

ba’in tidak berhak mendapat nafkah, juga tidak berhak diberi tempat 

tinggal‛.
39

 

5. Macam-macam ‘Iddah 

Dilihat dari penyebab terjadinya perceraian, maka ‘iddah dapat 

digolongkan menjadi 2 macam, yaitu: 

a. ‘Iddah kematian

Setelah ditinggal wafat oleh suaminya, istri harus 

menjalani masa ‘iddah sebagai berikut: 

38 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam…, 124. 
39 Ibid., 123.  
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1) Bagi istri yang tidak hamil, ‘iddahnya yaitu 4 bulan 10 hari. 

Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah 

ayat 234 yang berbunyi: 

...ُوَّعَشْراًُاشَْهُرٍُُارَْبَ عَةَُُبِِنَْ فُسِهِنَُُّي َّتَ ربََّصْنَُُازَْوَاجًاُوَيذََرُوْنَُُمِنْكُمُُْيُ تَ وَف َّوْنَُُوَالَّذِيْنَُ  
 ‚Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta 

meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) 

menunggu 4 bulan 10 hari‛.
40

   
 

2) Bagi istri yang sedang hamil, ‘iddahnya yaitu hingga 

melahirkan. Dasar hukumnya adalah Al-Qur’an surat Ath-

Thalaq ayat 4, yang berbunyi: 

ُُحَمْلَهُنَُُّيَضَعْنَُُأنَُُْأَجَلُهُنَُُّالََْحْماَلُُِوَاوُلََتُُ  

 ‚Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 

‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan 

kandungannya‛.
41

  

 

 Ada juga hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Al-Arqam 

bahwa: ‚Subai’ah Al-Aslamiyah memberitahukan kepadanya 

bahwa ia di bawah kekuasaan Saad bin Khaulah dan 

meninggal dunia pada haji wada’ sedangkan ia dalam keadaan 

hamil‛. ‚Tidak lama kemudian setelah wafat suaminya, ia 

melahirkan‛. ‚Setelah suci dari nifas ia berhias diri dengan 

harapan ada yang melamarnya, kemudian datanglah Abu As-

Sanabil bin Ba’kak seraya berkata: Mengapa aku melihat 

engkau berhias diri, barangkali engkau mempunyai keinginan 

                                                             
40 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Baqarah (2) : 234.  
41 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ath-Thalaq (65) : 4.  
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untuk menikah lagi? Demi Allah engkau tidak boleh menikah 

lagi sebelum lewat empat bulan sepuluh hari.‛ ‚Subai’ah 

berkata: Setelah ia berkata demikian, aku bergegas 

mengenakan pakaianku pada sore hari kemudian menghadap 

kepada Rasulullah SAW, aku bertanya tentang hal tersebut‛. 

‚Beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku telah halal 

menikah lagi sejak selesai melahirkan dan memperintahkan 

aku agar menikah jika aku mau‛.
42

 

 Pendapat yang berbeda adalah dari Ibnu Abbas dan 

diriwayatkan pula dari Ali bin Abi Thalib yang berpendapat 

bahwa: ‚‘iddah dari wanita yang ditinggal mati suaminya 

yaitu masa yang terpanjang antara melahirkan anak atau 

empat bulan sepuluh hari. Artinya, bila sesudah melahirkan 

waktunya belum 4 bulan 10 hari, maka dia ber’iddah selama 4 

bulan 10 hari. Tetapi bila sesudah habis 4 bulan 10 hari dia 

belum melahirkan, dia ber’iddah sampai melahirkan‛.
43

 

b. ‘Iddah ṭalāq 

  Untuk istri yang diṭalāq oleh suaminya,‘iddahnya yaitu:  

1) Untuk istri yang dicerai dalam keadaan mengandung maka 

‘iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. 

Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 153 ayat 2 huruf (c) 

                                                             
42 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 324.  
43 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam…, 312.  
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yang berbunyi: ‚Apabila perkawinan putus karena perceraian 

sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu 

ditetapkan sampai melahirkan.‛
44

  

2) Istri yang masih mengalami haid (menstruasi), ‘iddahnya 

adalah tiga kali suci. Sebagaimana firman Allah dalam Al-

Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi: 

قُ رُوءٍُُثَلاثَةََُُبِِنَْ فُسِهِنَُُّيَ تَ ربََّصْنَُُوَالْمُطلََّقَاتُُ  

 ‚Wanita-wanita yang diṭalāq hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru’‛.45
 

 

Selain itu juga dijelaskan dalam KHI pasal 153 ayat 2 huruf 

(b) yaitu: ‚Apabila perkawinan putus karena perceraian, 

waktu tunggu bagi yang istri masih haid yaitu tiga kali suci 

dengan sekurang-kurangnya sembilan puluh hari.‛
46

  

3) Istri yang sama sekali belum pernah atau sudah berhenti 

mengalami haid, ‘iddahnya yaitu selama 3 bulan. Ketentuan 

ini terdapat dalam Al-Qur’an Surat At-Thalaq ayat 4, yang 

berbunyi: 

ئِيوَُ تُمُُْإِنُُِئِكُمُُْنِّسَآُمِنُُْالْمَحِيْضُُِمِنَُُيئَِسْنَُُالََّّ ئِيُأَشْهُرٍُُثَلَاثةَُُُتُ هُنَُُّفَعِدَُُّارْتَ ب ْ ُلَُُْوَّالََّّ
 يََِضْنَُ

‚Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu 

(tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga 

                                                             
44 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 150. 
45 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Baqarah (2) : 228.  
46 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 150. 
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bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak 

haid‛.
47

 

 

4) Untuk istri yang belum pernah digauli dan lalu diṭalāq, maka 

istri tersebut tidak perlu menjalani masa ‘iddah. Ketentuan ini 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-

Ahzab ayat 49, yang berbunyi:  

وْىُنَُُّأنَُُْقَ بْلُُِمِنُُْطلََّقْتُمُوْىُنَُُّثَُّالْمُؤْمِنَاتُُِنَكَحْتُمُُُاِذَاُءَامَنُ وْآُالَّذِيْنَُُي  هَاُيَُ ُفَمَاُتََسَ 
وْنَ هَاُمِنُُْعَلَيْهِنَُُّلَكُمُْ ةٍتَ عْتَد  ُعِدَّ  

‚Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi 

perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan 

mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada 

masa ‘iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan‛.
48

 

 

Selain itu sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 153 ayat 

(3) yaitu: ‚Tidak ada waktu tunggu bagi wanita yang diṭalāq 

suaminya dalam keadaan  qabla al dukhūl.‛49
 

5) Perceraian dengan jalan fasakh berlaku juga ketentuan ‘iddah 

karena ṭalāq. Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 155 

yaitu: ‚Waktu ‘iddah bagi janda yang putus perkawinannya 

karena khulu’, fasakh, dan li’an  berlaku ‘iddah ṭalāq.‛
50

 

6) Adapun ‘iddah bagi seorang wanita budak yang ditinggal mati 

suaminya adalah setengah dari ‘iddahnya wanita merdeka. 

Ibnu Qudamah berkata: ‚Mayoritas ahlul ilmi, diantaranya 

                                                             
47 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Ath-Thalaq (65) : 4.  
48 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Ahzab (33) : 49.  
49 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 150. 
50 Ibid., 151.  
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yaitu Imam Malik, Imam Syafi’i dan yang lain, mengatakan 

dalam kitab Al-Mabda bahwa para sahabat bersepakat jika 

‘iddahnya wanita budak adalah setengah dari wanita 

merdeka‛.
51

 

 

C. Meminang Wanita yang Sedang ‘Iddah 

  Dalam poin di atas telah dijelaskan bahwa macam-macam ‘iddah 

adalah‘iddah ṭalāq dan ‘iddah kematian. Dalam point ini akan diuraikan 

mengenai hukum meminang wanita yang sedang ber’iddah, baik wanita 

yang ber’iddah ṭalāq raj’i, ber’iddah ṭalāq bain qubra dan bain sughra, 

serta wanita yang ber’iddah karena kematian suaminya.  

1. Wanita Ber’iddah Ṭalāq Raj’i  

Mayoritas ahli fiqh telah sepakat bahwa: ‚hukum meminang 

wanita dalam masa ‘iddah ṭalāq raj’i (ṭalāq dimana suami boleh 

kembali kepada istri karena ṭalāqnya belum mencapai ketiga kalinya), 

baik menggunakan bahasa yang tegas dan jelas (ṣarih) maupun 

menggunakan bahasa sindiran (kināyah) adalah haram‛.
52

 Wanita 

yang terṭalāq raj’i masih mempunyai ikatan dengan bekas suaminya 

dan suaminya juga boleh meminta rujuk sewaktu-waktu ia suka 

selama si istri masih berada dalam masa ‘iddah, tanpa perlu adanya 

akad dan mahar baru.    

                                                             
51 Arif Jamaluddin, Hadith Hukum Keluarga, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 254.  
52 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 19 
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Laki-laki lain selain suami pencerai, diharamkan melakukan 

khiṭbah pada wanita dalam masa ‘iddah ṭalāq raj’i karena khiṭbah 

dalam kondisi tersebut telah menodai perasaan, serta melanggar dan 

merampas hak suami pencerai untuk bisa membuat istri yang telah 

diṭalāqnya kembali ke pelukannya. Bahkan terkadang antara suami 

istri yang bercerai itu telah dikaruniai banyak anak yang masih butuh 

pengawasan orang tuanya, yang akhirnya bisa terlantar karena 

perceraian itu. Meminang wanita yang masih menjalani ‘iddah bisa 

memungkinkan wanita tersebut berbuat bohong, mengatakan bahwa 

sudah selesai masa ‘iddah-nya, padahal faktanya belum selesai.
53

  

2. Wanita Ber’iddah Ṭalāq Ba’in Kubra 

Jika wanita ber‘iddah ṭalāq ba’in, maka ia haram dipinang 

dengan cara terang-terangan, sebab bekas suaminya masih punya hak 

terhadap wanita itu dan juga masih punya hak untuk mengawini dia 

kembali dengan akad nikah baru. Apabila terdapat pria lain yang 

meminangnya di masa ‘iddah-nya, itu artinya dia telah merampas hak 

dari suami pencerai.
54

 

Kalangan fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya 

meminang wanita yang menjalani masa ’iddah ṭalāq ba’in kubra 

secara sindiran. Jumhur ulama, yaitu ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan 

Hanabilah memperbolehkan meminang perempuan yang sedang ber-

                                                             
53 Ibid.  
54 Abdul Kholiq Syafa’at, Hukum Keluarga…, 45.  
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’iddah ṭalāq ba’in kubra secara sindiran, sementara ulama Hanafiyah 

tidak memperbolehkannya.  

Di antara ayat Al-Qur’an yang dijadikan dasar oleh jumhur 

ulama adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 235, yang berbunyi: 

تُمُُْأَوُُْالنِّسَاءُُِخِطْبَةُُِمِنُُْبِوُُِفِيمَاعَرَّضْتُمُُْعَلَيْكُمُُْوَلََجُنَاحَُ أنَْ فُسِكُمُُْفُُِأَكْنَ ن ْ  

 ‚Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu 

dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam 

hati‛.
55

  

 

Selain ayat Al-Qur’an, hadits yang dijadikan dasar oleh jumhur 

ulama salah satunya yaitu periwayatan Abu ‘Amr bin Al-‘Ash yang 

menalak Fatimah binti Qays dengan pasti dan ia telah 

meninggalkannya. Nabi SAW bersabda: 

فَأْذِنيِْنُُِِحَلَلْتُُِإِذَا  
 ‚Jika engkau telah halal beritahulah aku‛. (H.R. Muslim) 

 

Kalimat ‚Jika engkau telah halal beritahulah aku‛ merupakan 

sebuah kalimat sindiran peminangan. Sindiran peminangan ini terjadi 

sebelum habis masa ‘iddah dan muncul dari sabda Nabi SAW. Oleh 

karena itu, hadits di atas dijadikan dasar oleh jumhur ulama mengenai 

kebolehan meminang dengan sindiran pada wanita ber’iddah ṭalāq 

bain, termasuk juga ṭalāq bain kubra.  

Dasar logika mengenai kebolehan meminang perempuan 

ber’iddah ṭalāq ba’in kubra yaitu, ‚bahwa ṭalāq ini memutus 

hubungan pasangan suami istri, sementara bagi suami pencerai tidak 

                                                             
55 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Baqarah (2) : 235.  
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ada harapan kembali sebelum dinikahi laki-laki lain. Pinangan 

sindiran tidak mengandung makna pinangan secara jelas, karena 

adanya kemungkinan makna-makna lain. Dalam pinangan sindiran 

juga kecil kemungkinan terjadi larangan yang diharamkan 

sebagaimana dalam pinangan yang jelas‛.
56

 

Di antara ayat Al-Qur’an yang dijadikan dasar bagi ulama 

Hanafiyah dalam melarang pinangan sindiran terhadap wanita masa 

‘iddah ṭalāq ba’in adalah ayat yang telah disebutkan dalam surat Al-

Baqarah ayat 235. Mereka berpendapat bahwa: ‚kata An-Nisâ 

(perempuan-perempuan) pada ayat tersebut sekalipun berlaku umum, 

tetapi lebih dimaksudkan kepada wanita ber’iddah yang disebabkan 

kematian suaminya karena konteks pada ayat sebelumnya membahas 

tentang masa ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya‛.
57

 

3. Wanita Ber’iddah Ṭalāq Ba’in Sughra 

Wanita yang terṭalāq ba’in sughra yaitu wanita yang telah 

diṭalāq dua kali dan suami berhak merujuknya kembali menggunakan 

akad nikah serta mahar baru. Kalangan fuqaha juga berbeda pendapat 

tentang boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang 

ber’iddah ṭalāq ba’in sughra secara sindiran. 

Ulama Hanafiyah berpendapat: ‚Peminangan terhadap wanita 

ber’iddah ṭalāq ba’in sughra, baik itu secara terang-terangan maupun 

                                                             
56 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 21 
57 Ibid., 22.  
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sindiran hukumnya secara mutlak adalah haram. Alasannya yaitu 

karena mantan suami memiliki hak untuk merujuknya kembali dengan 

akad nikah dan mahar baru, baik dalam masa ‘iddah maupun setelah 

berakhir masa ‘iddahnya‛.
58

   

Sementara jumhur ulama menolak pendapat Hanafiyah di atas. 

Dasar hukum yang mereka gunakan yaitu Al-Baqarah ayat 235. 

Menurut jumhur, arti kata ‚perempuan-perempuan itu‛ dalam Surat 

Al-Baqarah tersebut berlaku umum, bukan hanya bagi wanita yang 

ditinggal mati suaminya. Alasan kedua yaitu karena ṭalāq ba’in 

sughra telah memutus kekuasaan suami terhadap istri, maka 

peminangan yang dilakukan oleh laki-laki lain tidak bisa diartikan 

sebagai perampasan atas hak mantan suaminya, apalagi peminangan 

yang dilakukan hanya sebatas sindiran. Oleh karena itu, jumhur ulama 

memperbolehkan meminang wanita ber’iddah ṭalāq ba’in sughra 

secara sindiran.
59

   

4. Wanita Ber’iddah karena Kematian Suami 

Fuqaha sepakat mengenai dilarangnya meminang secara terang-

terangan wanita yang masih menjalani masa ‘iddah yang disebabkan 

karena wafatnya suami. Hal itu dilarang karena dapat mendatangkan 

berbagai bencana, antara lain:
60

 

a. Adanya permusuhan antara peminang dan keluarga almarhum. 

                                                             
58 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat, (Tangerang: Tira Smart), 218.  
59 Ibid., 219.  
60 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat…, 25 
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b. Keluarga almarhum menjadi benci dan memusuhi wanita 

terpinang jika ia menerima pinangan seseorang setelah wafat 

suaminya dan belum habis masa ‘iddah-nya. 

c. Suami yang telah almarhum mempunyai kehormatan dan banyak 

teman yang wajib dijaga. 

d. Peminangan secara jelas tidak relevan dengan kondisi yang 

seharusnya, karena saat itu istri sedang berduka cita atas kematian 

suami dan harus meninggalkan hiasan yang menyolok.  

Fuqaha sepakat mengenai kebolehan meminang secara sindiran 

kepada wanita yang ber’iddah karena kematian suami. Alasan 

diperbolehkannya sindiran dalam pinangan itu yaitu, bahwa 

hubungan antara wanita dan suaminya yang sudah meninggal telah 

selesai sehingga tidak ada kesempatan untuk mempersatukan kembali 

mereka berdua. Oleh karena itu, hak suami yang meninggal tidak 

akan dilanggar melalui pinangan sindiran. Wanita tersebut juga tidak 

akan berbohong mengenai masa ‘iddahnya, karena masa ‘iddah 

wanita yang ditinggal mati tidak dihitung berdasarkan menstruasi 

atau kesucian, tetapi didasarkan pada kelahiran anak atau 4 bulan 10 

hari.
61

 

 

 

 

                                                             
61 Ibid., 25-26.  
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D. Kaidah Aḍ-ḍarūrātu tubῑḥul maḥżūrāti 

  Dalam kaidah fiqhiyah terdapat suatu kaidah yang berbunyi: 

الْمَحْذُوْراَتِ  تبُِيْحُ  الضَّرُوْراَتُ   (kondisi darurat bisa membolehkan perkara yang 

dilarang). Kaidah tersebut merupakan kaidah turunan dari kaidah   ُالضَرَريُُ زَال  

(kemudaratan harus dihilangkan). Kaidah ini merupakan perealisasian dari 

maqâshid syarî’ah, yaitu untuk meraih kemaslahatan dan menolak 

kemafsadatan, dengan cara menghilangkan atau minimal meringankan 

kemudaratan.
62

 Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa suatu kemudaratan 

atau keadaan yang darurat bisa menyebabkan sesuatu hal yang yang pada 

awalnya hukumnya adalah dilarang menurut Al-Qur’an dan Hadits 

menjadi boleh untuk dilakukan. Namun bukan berarti kaidah tersebut 

dapat dipakai seenaknya.  Ada batasan yang perlu diperhatikan.  

Setidaknya ada beberapa standar yang bisa digunakan untuk 

mengukur suatu keadaaan bisa dikatakan sebagai darurat, yaitu:
63

 

a. Darurat harus terjadi secara langsung dan nyata. 

b. Tidak ada solusi lain kecuali menerjang larangan. 

c. Orang yang berada dalam kondisi darurat tidak boleh menerjang 

prinsip-prinsip dan akidah Islam, serta tidak boleh melanggar hak-hak 

orang lain untuk keluar dari kondisi tersebut. 

                                                             
62 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), 67.  
63 Husnul Khatimah, ‚Darurat & Realisasinya‛, Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 8, Nomor 2 

(Desember 2014), 230.  
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  Menurut sebagian ulama, keadaan darurat hanya mencakup 

kondisi terpaksa, lapar, dan fakir. Tetapi pada kenyataannya, darurat 

dengan pengertian umumnya yang mencakup semua perkara yang dapat 

meringankan manusia sangatlah banyak, diantaranya yaitu: 

a. Al-ikrah (di bawah tekanan atau ancaman)  

 Secara bahasa ikrah mempunyai arti ‚membebankan kepada orang 

lain agar melakukan sesuatu yang tidak disukainya‛. Sedangkan 

definisinya menurut ulama fiqh adalah ‚membebankan orang lain 

agar melakukan hal-hal yang tidak disukai dan seandainya tidak ada 

paksaan ia tidak akan melakukan hal tersebut‛.
64

  

b. Lupa dan ketidak-tahuan tentang hukum (al-nisyan wa al-jahl)  

 Lupa (nisyan) didefinisikan dengan tidak dapat mengingat satu 

perkara ketika dibutuhkan. Definisi jahl (tidak tahu) adalah ketidak- 

tahuan sebagian atau seluruh hukum-hukum syariat.
65

 

c. Kesulitan (al-‘usr) dan ‘umum al-balwa  

 Al-‘usr adalah kesulitan untuk menjauhi suatu perkara. Sedangkan 

‘umum al-balwa adalah mewabahnya bencana sehingga sulit untuk 

bisa menghindarinya. 

                                                             
64 Ibid., 231.  
65 Ibid., 232.  
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BAB III 

KASUS PEMINANGAN SECARA TERANG-TERANGAN DALAM MASA 

‘IDDAH DI DESA PADAS 

 

A. Gambaran Umum tentang Desa Padas 

1. Letak geografis dan demografis Desa Padas 

Desa Padas adalah sebuah desa yang terdapat di Kecamatan 

Padas Kabupaten Ngawi, yang mempunyai luas 1,89 km
2
 dengan 

batas wilayah: 

a. Sebelah Utara  : Desa Kwadungan Lor 

b. Sebelah Selatan : Desa Tungkulrejo 

c. Sebelah Barat  : Desa Pacing 

d. Sebelah Timur  : Desa Sukowiyono 

Adapun desa Padas terletak pada  7,43299º Lintang Selatan dan 

111,52943º Bujur Timur, serta berjarak 55 meter dari permukaan laut. 

Jarak Desa Padas dengan Kabupaten Ngawi yaitu sejauh 10 km. Desa 

Padas terdiri atas 3 dusun, yaitu Dusun Padas 1, Dusun Padas 2, dan 

Dusun Slumbung. Terhadap tanah yang luasnya telah disebutkan di 

atas, pemerintah desa Padas memanfaatkannya menjadi beberapa 

fasilitas umum, seperti: 

a. Sawah  : 108,2 Hektar 

b. Ladang : 19 Hektar 

c. Hutan rakyat  : 3 Hektar 
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d. Perumahan : 54,81 Hektar 

e. Lainnya  : 3,88 Hektar 

Berdasarkan data desa tahun 2018, dapat diketahui bahwa 

jumlah penduduk Desa Padas sebanyak 2.046 jiwa, dengan penduduk 

laki-laki sebanyak 1.018 jiwa dan perempuan sebanyak 1.028 jiwa, 

serta kepala keluarga berjumlah 723 jiwa.
1
 

 

2. Keadaan pendidikan penduduk Desa Padas 

Secara garis besar tingkat pendidikan penduduk Desa Padas 

pada tahun 2018 dapat dilihat dalam keterangan berikut:
2
 

a. Tidak/belum sekolah  : 362 orang 

b. Belum tamat SD/sederajat : 155 orang 

c. Tamat SD/sederajat  : 690 orang 

d. SLTP/sederajat  : 345 orang 

e. SLTA/sederajat  : 388 orang 

f. Diploma I/II   : 4 orang 

g. Akademi/D III   : 21 orang 

h. D IV/ S1   : 81 orang     

Mayoritas penduduknya masih dalam kategori lulusan 

SD/sederajat, namun tidak sedikit pula yang sudah lulusan Diploma 

atau Sarjana. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa Desa Padas bukan 

merupakan desa yang kemajuan pendidikan masyarakatnya masih 

                                                             
1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, Kecamatan Padas dalam Angka 2019, 27.  
2 Ibid., 32-34.  
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tertinggal. Mayoritas penduduk Desa Padas adalah lulusan sekolah-

sekolah umum. Jarang sekali masyarakat yang menempuh pendidikan 

di pondok pesantren. Jadi, walaupun Desa Padas merupakan desa yang 

kemajuan pendidikannya tidak tertinggal, namun dalam segi tingkat 

pemahaman agama pada diri masyarakatnya bisa dikatakan masih 

sangat rendah.    

 

3. Keadaan keagamaan penduduk Desa Padas 

Kehidupan beragama masyarakat Desa Padas dapat dikatakan 

baik, karena hingga saat ini tidak pernah ditemukan adanya kasus 

yang berkaitan dengan perselisihan antar agama, kepercayaan ataupun 

yang lainnya. Masyarakatnya hidup rukun serta harmonis. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, pada 

tahun 2018 masyarakat Desa Padas yang beragama Islam sebanyak 

2037 orang, beragama Kristen sebanyak 6 orang, beragama Katholik 

sebanyak 2 orang, dan beragama Budha sebanyak 1 orang. 

 

4. Keadaan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Desa Padas 

Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwasannya 

penduduk di Desa Padas umumnya berprofesi sebagai petani. Hal itu 

terbukti bahwa pada tahun 2017, penduduk Desa Padas yang bekerja 

di bidang pertanian sebanyak 375 orang, di bidang industri 

pengolahan sebanyak 1 orang, di bidang perdagangan, hotel, dan 
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restoran sebanyak 14 orang, serta di bidang jasa-jasa sebanyak 2 

orang. 

Selain dari hasil pertanian, penduduk Desa Padas juga banyak 

yang beternak hewan besar maupun kecil. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, pada tahun 2018 di Desa Padas 

terdapat hewan ternak berupa sapi sebanyak 525 ekor, kuda sebanyak 

1 ekor, kambing sebanyak 125 ekor, domba sebanyak 63 ekor, dan 

ayam buras sebanyak 2410 ekor.
3
 

Jumlah sarana perdagangan di Desa Padas pada tahun 2018, 

yaitu toko/kios sebanyak 65 buah, warung makan sebanyak 14 buah, 

dan warung kopi/kedai minuman sebanyak 23 buah. Pada tahun 2018, 

jumlah pengusaha angkutan bermotor berupa bus sebanyak 1 orang, 

ojek sebanyak 2 orang, truck sebanyak 5 orang, dump truck sebanyak 

4 orang, pick up sebanyak 10 orang, dan becak sebanyak 3 orang.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 

pada tahun 2018 alokasi dana desa di Desa Padas yaitu sebanyak 

471.510.000 rupiah, dan dana desanya sebanyak 682.369.000 rupiah.
4
  

Berdasarkan data dan fakta yang telah dijelaskan di atas, 

menunjukkan bahwasannya kondisi ekonomi Desa Padas sudah berada 

di taraf menengah, serta sudah banyak pula tempat-tempat, barang-

barang, maupun jasa-jasa yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi 

masyarakat. Namun, ada juga beberapa masyarakat yang kondisi 

                                                             
3 Ibid., 107-109.  
4 Ibid., 129.  
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ekonominya masih rendah. Hal itu salah satunya disebabkan karena 

faktor pendidikan yang kurang merata, sehingga masih terdapat 

beberapa masyarakat yang tertinggal dari masyarakat yang lainnya. 

 

B. Gambaran Umum tentang Praktek Peminangan di Desa Padas 

  Khiṭbah atau peminangan pada masyarakat di Indonesia bisa 

dianggap sebagai suatu tradisi yang sudah mendarah daging dan sudah 

biasa diberlakukan. Oleh karena itu masyarakat Indonesia yang ingin 

mengadakan perkawinan, terlebih dahulu pasti melakukan prosesi 

peminangan atau lamaran.  

  Adapun tradisi peminangan yang dilakukan masyarakat Indonesia 

berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh 

yaitu tradisi di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten 

Bangkalan, adat peminangan yang dilakukan yaitu antara si peminang 

dengan yang dipinang saling memberikan seserahan. Sedangkan di Desa 

Sukobendu Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, tradisi 

peminangannya yaitu wanitalah yang memberikan seserahan kepada calon 

mempelai laki-laki.
5
  

  Sedangkan dalam masyarakat Jawa, tradisi peminangannya adalah 

dengan disertai membawa barang-barang yang bersifat hadiah kepada 

calon istri. Tradisi peminangan sebagaimana dicontohkan di atas, 

                                                             
5 Abdul Bari Awang dan Imam Mahdie, ‚Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut 

Hukum Islam serta Undang-Undang Islam di Indonesia‛, Jurnal Fikiran Masyarakat, Volume 6, 

Nomor 2 (2018), 78.  
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hukumnya diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat 

Islam. 

  Karakteristik dari khiṭbah adalah hanya semata berjanji akan 

menikah, belum ada akad nikah. Pria dan wanita yang diikat dalam akad 

khiṭbah, dalam pandangan syari’at tetap dianggap sebagai orang asing 

satu sama lain, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya, 

hanya saja mereka boleh saling mengenal satu sama lain dalam rangka 

menuju pernikahan. Sebagaimana disebutkan dalam KHI pasal 13 ayat (1) 

bahwa: ‚Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak 

bebas memutuskan hubungan peminangan.‛
6
  

  Peminangan merupakan satu proses awal sebelum memasuki 

kehidupan perkawinan. Peminangan merupakan permintaan dari seorang 

pria kepada seorang wanita untuk dijadikan pendamping hidupnya. 

Permintaan tersebut bisa dilakukan oleh peminang secara langsung atau 

bisa juga melalui perantaraan orang lain yang dipercayainya. 

  Di Desa Padas, peminangan atau lamaran sudah menjadi tradisi 

yang mendarah daging. Peminangan di Desa Padas mayoritas dilakukan 

oleh pihak pria kepada pihak wanita. Ketika meminang, pihak pria beserta 

keluarganya datang ke kediaman pihak wanita, lalu pihak perempuan juga 

beserta keluarganya menyambut dengan baik kedatangan peminang. 

                                                             
6 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 

116. 
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Peminangan tersebut sekaligus juga menjadi sarana perkenalan antara dua 

keluarga, yaitu keluarga dari pihak pria dan pihak wanita.
7
  

  Biasanya, sebelum datang bersama keluarganya, terlebih dahulu 

pihak laki-laki sudah datang menemui pihak perempuan beserta 

keluarganya dan memberitahukan bahwa pada tanggal sekian pihak laki-

laki akan datang beserta keluarganya untuk meminang si wanita. Dengan 

begitu, keluarga dari pihak wanita bisa menyiapkan hidangan untuk 

menjamu kedatangan pihak laki-laki beserta keluarganya. Selain dari 

pihak keluarga, masing-masing dari kedua pihak juga mengundang 

seorang tokoh agama atau tetua keluarga untuk ikut menyaksikan proses 

peminangan tersebut.
8
     

 Ketika meminang, pihak laki-laki beserta keluarganya datang 

dengan membawa beberapa hantaran seperti kue, puli (dalam bahasa jawa 

biasa disebut jadah), buah pisang, dan buah-buahan yang lain. Selain itu, 

ada satu paket pakaian lengkap mulai dari pakaian dalam sampai pakaian 

luar, mulai dari pakaian atas sampai pakaian bawah, dan ada juga 

peningset yang biasanya berupa perhiasan.
9
 

  Desa Padas termasuk salah satu desa yang masih kental dengan 

adat Jawanya. Menurut masyarakat Padas, puli (jadah) dan buah pisang 

merupakan hantaran yang harus ada ketika melakukan peminangan. Hal 

itu dikarenakan dua benda tersebut memiliki makna tersendiri. Puli 

                                                             
7 Observasi (Pengamatan).  
8 Mutiah, Wawancara, Desa Padas, 31 Oktober 2019.  
9 Arum Anggraeni, Wawancara, Desa Padas, 31 Oktober 2019.  
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(jadah) memiliki makna agar pria peminang dan wanita yang dipinang 

selalu lengket serta menyatu. Sementara buah pisang menandakan adanya 

perpindahan hidup seseorang, yaitu dari yang awalnya hidup sendirian 

menjadi hidup bersama dengan pasangannya dan anak-anaknya kelak.
10

 

  Setelah tiba di rumah pihak wanita yang hendak dipinang, 

keluarga dari laki-laki peminang akan disambut baik oleh keluarga pihak 

wanita dan oleh kerabat dekat mereka. Selain orangtua pihak perempuan 

dan kerabat dekatnya, ada satu tokoh agama atau sesepuh keluarga yang 

dipercaya bisa mencarikan hari atau tanggal yang tepat untuk 

diadakannya prosesi perkawinan. Jadi, ketika peminang sudah 

menyampaikan niat baiknya, biasanya keluarga si wanita langsung 

menanggapinya dengan baik. Setelah itu, dilakukan pembahasan 

mengenai rencana tanggal perkawinan untuk mereka berdua. Dalam 

proses ini, tokoh agama atau tetua keluarga akan memberikan beberapa 

pilihan hari atau tanggal yang dianggap baik untuk melangsungkan 

pernikahan tersebut. Kemudian keluarga dari kedua pihak diberi 

kesempatan untuk berfikir dahulu serta memilih salah satu dari tanggal-

tanggal tersebut.
11

 

  Proses selanjutnya yaitu balasan. Ketika peminang sudah 

menyampaikan niat baiknya, maka keluarga dari perempuan akan 

memberitahukan bahwa pada tanggal sekian mereka akan melakukan 

balasan. Dengan begitu, keluarga dari pihak laki-laki bisa menyiapkan diri 

                                                             
10 Trimo Wiji Santoso, Wawancara, Desa Padas, 1 November 2019.  
11 Sawilan, Wawancara, Desa Padas, 1 November 2019 
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sekaligus menyiapkan hidangan untuk menjamu kedatangan pihak 

perempuan beserta keluarganya. Biasanya ketika proses balasan, keluarga 

dari pihak perempuan juga membawa hantaran berupa kue atau jajanan-

jajanan lainnya. Pada proses balasan ini, pihak perempuan beserta 

keluarganya dan tokoh agama atau tetua keluarga datang ke kediaman 

pihak laki-laki untuk menjawab apakah pihak perempuan menerima atau 

menolak pinangan tersebut. Apabila pihak perempuan menerimanya, 

maka dilanjutkan proses penentuan tanggal pernikahan. Setelah diberikan 

beberapa pilihan tanggal pada saat peminangan, maka pada proses balasan 

inilah akan disepakati oleh kedua belah pihak mengenai tanggal 

pernikahannya.
12

  

    

C. Praktek Peminangan Secara Terang-terangan terhadap Wanita yang 

Sedang Ber’iddah di Desa Padas 

1. Latar belakang peminangan secara terang-terangan terhadap wanita 

yang sedang ber’iddah  

Laki-laki peminang meminang secara terang-terangan wanita 

yang sedang ber’iddah ṭalāq bain sughra dikarenakan peminang ingin 

membantah gosip dari masyarakat sekitar yang selalu berfikiran buruk 

tentang dirinya dan wanita yang akan dipinangnya. Karena mereka 

berdua sudah sering bersama semenjak si wanita pisah rumah dengan 

mantan suaminya, dan karena masa lalu si wanita yang pernah hamil 

                                                             
12 Ibid.  
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di luar nikah, akhirnya menyebabkan masyarakat sekitar berfikiran 

bahwa hal buruk di masa lalu tersebut kemungkinan bisa terjadi lagi.
13

  

Laki-laki peminang memutuskan untuk meminang si wanita, 

karena mereka sudah tidak tahan mendengar gosip bahkan fitnahan 

dari masyarakat sekitar. Mereka ingin menunjukkan kepada 

masyarakat sekitar bahwa mereka tidak seburuk yang masyarakat 

fikirkan. Peminang juga ingin membuktikan kepada masyarakat 

sekitar bahwa dia benar-benar serius ingin menikahi wanita tersebut. 

Mereka berdua sering bersama bukan hanya untuk niatan main-main, 

melainkan dengan niatan untuk saling mengenal dan menuju ke arah 

yang lebih serius, yaitu jenjang perkawinan.
14

   

Keluarga dari laki-laki peminang maupun dari perempuan yang 

dipinang merupakan keluarga yang bisa dikatakan masih kurang 

dalam segi pemahaman agamanya. Mereka belum faham bahwa 

hukum meminang wanita yang sedang ber’iddah adalah haram, 

sehingga keluarga dari kedua belah pihak juga mengijinkan niat 

mereka untuk melakukan lamaran, walaupun si wanita masih 

menjalani masa ‘iddah.15 

 

 

                                                             
13 Lilik Widya Susanti, Wawancara, Desa Padas, 19 Oktober 2019.  
14 Ibid.  
15 Sawilan (Ketua RT), Wawancara, Desa Padas, 31 Oktober 2019.  
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2. Pelaksanaan peminangan secara terang-terangan terhadap wanita yang 

sedang ber’iddah  

Peminang yang berinisial S merupakan seorang laki-laki yang 

berusia 29 tahun, beralamat di Dusun Cetokan Desa/Kecamatan 

Kasreman Kabupaten Ngawi, beragama Islam, berlatar belakang 

pendidikan lulusan SMP, dan saat ini berprofesi sebagai karyawan di 

sebuah toko bangunan di Ngawi. Peminang merupakan anak pertama 

dari dua bersaudara. Sebelumnya, peminang sudah pernah menikah, 

namun pernikahannya harus putus di tengah jalan, dan dari pernikahan 

tersebut, peminang belum dikaruniai anak.
16

 

Sedangkan wanita yang dipinang berinisial LWS, berusia 19 

tahun, beralamat di Dusun Padas 2, Desa/Kecamatan Padas, 

Kabupaten Ngawi, beragama Islam, berlatar belakang lulusan SD, dan 

saat ini dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang fokus mengurus 

anaknya. LWS merupakan anak tunggal, dan sebelumnya ia juga 

sudah pernah menikah, namun harus putus di tengah jalan juga. Dari 

pernikahannya tersebut, LWS dikaruniai seorang anak perempuan 

berinisial AFU.
17

 

Pernikahan LWS dengan mantan suaminya terjadi ketika LWS 

masih berusia 14 tahun. Ketika LWS masih duduk di kelas 2 SMP, ia 

hamil di luar nikah, sehingga ia terpaksa harus putus sekolah dan 

                                                             
16 Lilik Widya Susanti, Wawancara, Desa Padas, 19 Oktober 2019.  
17 Ibid.  
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mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Ngawi agar bisa 

menikah dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut. Beberapa 

bulan setelah menikah, LWS melahirkan, dan setelah anak mereka 

lahir, mantan suami LWS lebih sering kelihatan menganggur di 

rumah, serta setiap malam juga sering kelihatan nongkrong dengan 

teman-temannya di luar rumah, hingga lupa pulang ke rumah. Setelah 

kurang lebih 3 tahun menikah, mereka berdua memutuskan untuk 

pisah rumah, dan anak mereka ikut tinggal bersama LWS.
18

 

Selama mereka pisah rumah, mantan suami LWS jarang sekali 

mengunjungi anaknya, dan bahkan juga tidak pernah memberi nafkah 

kepada istri serta anaknya. Setiap kali LWS meminta nafkah, pasti 

selalu ada saja alasan yang diucapkan oleh mantan suaminya tersebut. 

Ketika mereka pisah rumah, ternyata LWS sudah dekat dengan laki-

laki lain, yaitu laki-laki berinisial S yang saat ini sudah meminangnya. 

Laki-laki itu juga sudah dekat dengan keluarga LWS, bahkan semua 

permintaan LWS dan anaknya selalu dituruti oleh laki-laki tersebut. 

Baru-baru ini, laki-laki itu rela mengeluarkan banyak biaya untuk 

memperbaiki rumah LWS.
19

  

LWS mengajukan gugatan perceraian kepada mantan suaminya 

pada tanggal 21 Februari 2019, dan gugatan itu baru dikabulkan oleh 

Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 4 Juli 2019 lalu. Pengadilan 

                                                             
18 Mutiah (tetangga LWS), Wawancara, Desa Padas, 19 Oktober 2019.  
19 Ibid.  
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Agama Ngawi menjatuhkan ṭalāq ba’in sughra kepada LWS dan 

suaminya. Beberapa minggu setelah perceraian itu, mantan suami 

LWS sempat mengajak rujuk, namun LWS menolaknya. Belum habis 

masa ‘iddahnya, pada tanggal 13 Agustus 2019 laki-laki berinisal S 

beserta keluarganya datang ke rumah LWS dan menyatakan niatnya 

untuk meminang LWS. Proses peminangan juga dihadiri oleh keluarga 

serta sesepuh dari kedua pihak.  Dan pada tanggal 22 Agustus 2019, 

LWS beserta keluarganya, didampingi sesepuh serta ketua RT 

setempat datang ke rumah si laki-laki untuk melakukan balasan. Saat 

itu juga ditentukan bahwa mereka berdua akan melakukan akad nikah 

pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 pukul 08.00 WIB 

bertempat di kediaman LWS.
20

 

Peminangan tersebut dilakukan secara mendadak. Peminangan 

itu dilakukan setelah mereka berdua mendengar gosip juga fitnahan 

dari masyarakat sekitar. Bahkan mereka juga mendengar bahwa 

masyarakat sekitar telah berniat untuk menggrebek mereka berdua 

jika si laki-laki ketahuan sedang berada di rumah wanita. LWS 

mengaku bahwa peminangan itu dilakukan karena ia merasa risih 

mendengar omongan para tetangga yang selalu ikut campur mengurusi 

kehidupannya. LWS sering mendengar para tetangga menggunjingkan 

ia dengan laki-laki berinisal S tersebut.
21

 

                                                             
20 Lilik Widya Susanti, Wawancara, Desa Padas, 19 Oktober 2019.  
21 Ibid.  
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Bahkan Kepala Dusun Padas 2 pernah berkata seperti ini 

kepada LWS: ‚Dulu kamu pernah hamil di luar nikah, dan sekarang 

ketika surat ceraimu baru saja keluar, kamu sudah dekat dengan laki-

laki lain. Apakah kamu tidak takut kalau kejadianmu di masa 

lalubakalan terulang lagi?‛. LWS merasa kesal dan geram dengan 

sikap para tetangga yang selalu berfikiran buruk tentang dirinya. 

Untuk membuktikan bahwa laki-laki berinisal S tersebut serius 

kepada dia, dan untuk menyadarkan para tetangga bahwa pemikiran 

buruk mereka tentang dirinya itu salah, akhirnya LWS dan laki-laki 

berinisial S serta keluarga dari mereka berdua sepakat untuk 

melakukan lamaran.
22

  

Bahkan sejak sebelum terjadi peminangan sampai terjadinya 

peminangan, laki-laki berinisial S itu terlihat sering berkunjung ke 

rumah LWS setelah Maghrib, dan selalu pulang pagi setelah Subuh. 

Beberapa hari setelah peminangan, yaitu tepatnya pada tanggal 16 

Agustus 2019, laki-laki berinisial S itu mulai memindahkan pakaian-

pakaiannya ke rumah LWS, atau dalam bahasa Jawa disebut 

‚boyongan‛. Setiap kali berkunjung ke rumah LWS, si laki-laki 

tampak membawa tas ransel dan di dalamnya berisi pakaian-pakaian 

miliknya yang mulai dipindahkan sedikit demi sedikit ke rumah 

LWS.
23

  

                                                             
22 Ibid.  
23 Observasi (Pengamatan).  
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3. Pendapat tokoh masyarakat mengenai praktek peminangan secara 

terang-terangan terhadap wanita ber’iddah di Desa Padas  

Kepala Dusun serta Ketua RT setempat sebenarnya sudah 

pernah mengajak mereka berdua, bahkan juga mengajak orang tua dari 

LWS untuk berbicara. Kepala Dusun setempat telah mengingatkan 

bahwa LWS dan laki-laki itu baru lamaran, mereka belum menjadi 

muhrim. Jika mereka sering tinggal satu rumah, berarti sama saja 

mereka kumpul kebo.  

Namun, bapak dari LWS malah menentang nasehat tersebut. 

Beliau menjawab: ‚Jika suatu saat terjadi sesuatu pada anak saya, 

maka saya sebagai bapaknya lah yang akan bertanggung jawab. Anda 

tidak perlu ikut campur‛. LWS pun menambahi: ‚Dan lagi pula, di 

Dusun Padas 2 ini juga ada remaja wanita lain yang tinggal satu 

rumah dengan calon suaminya, mengapa Anda tidak menasehati dia? 

Mengapa Anda hanya fokus mengurusi hidup saya?‛ Mendengar 

jawaban mereka, akhirnya Kepala Dusun serta Ketua RT setempat 

memilih diam dan merasa malas untuk menasehati mereka lagi.
24

 

Menurut Ketua RT setempat, pemahaman agama dalam diri 

LWS dan keluarganya bisa dikatakan masih sangat kurang. Terbukti 

dengan cara mereka yang membiarkan anaknya bebas bergaul dengan 

siapa saja. Dan juga ketika dinasehati secara baik-baik oleh Kepala 

Dusun, bapak LWS malah menentang, bahkan mendukung perbuatan 

                                                             
24 Sri Susanti (Kepala Dusun Padas 2), Wawancara, Desa Padas, 4 Oktober 2019.  
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anaknya yang sudah jelas melanggar syariat agama. Jadi dapat 

disimpulkan, mereka melakukan peminangan itu karena pada dasarnya 

mereka berdua serta keluarga mereka memang tidak faham mengenai 

hukum peminangan yang dilakukan secara terang-terangan pada saat 

masa ‘iddah tersebut.
25

  

Selain Ketua RT dan Kepala Dusun, Modin di Desa Padas juga 

telah bertindak. Beliau menuturkan bahwa sebenarnya beliau sudah 

turun tangan dalam kasus ini. Beliau sudah datang ke rumah LWS 

untuk mengingatkan dan juga memberi saran mengenai kasus 

tersebut. Tapi hasilnya nihil. Jawaban dari orangtua LWS tetap sama 

seperti yang diucapkan kepada Kepala Dusun, bahwa urusan anaknya 

biarlah menjadi tanggung jawab mereka sebagai orangtua. Mendengar 

jawaban mereka yang seperti itu, melihat kedua orangtua yang justru 

malah mendukung perbuatan anak-anaknya tersebut, beliau sebagai 

modin merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
26

  

Berdasarkan pendapat dari salah seorang tokoh agama di Desa 

Padas, yang juga merupakan seorang guru TPQ, dan merupakan salah  

seorang santri lulusan dari salah satu pondok pesantren di Nganjuk, 

beliau berkata: 

 ‚Bagi wanita yang dicerai suaminya, ia harus menjalani masa 

‘iddah  selama tiga bulan. Dan selama tiga bulan tersebut, si 

wanita harus berada dalam posisi diam, artinya tidak mempunyai 

hubungan dengan laki-laki lain. Apabila ketika masa ‘iddah 

                                                             
25 Sawilan (Ketua RT), Wawancara, Desa Padas, 31 Oktober 2019.  
26 Anik Istichomah (Modin), Wawancara, Desa Padas, 8 Desember 2019. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 
 

 

 

dilakukan peminangan, maka hal itu tidak bisa menggugurkan 

masa ‘iddah. Masa ‘iddah dilakukan dengan tujuan untuk 

membersihkan lahir dan batin si wanita. Jika si wanita telah 

dipinang laki-laki lain ketika masa ‘iddah, dan tiba-tiba diketahui 

ternyata si wanita hamil, tentunya laki-laki peminang itu tidak 

mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa kehamilan tersebut 

adalah dengan suaminya yang dulu. Akhirnya, malah si wanita 

yang menjadi kambing hitam dan merasa tersudutkan‛. 

‚Jika tidak ingin terjadi fitnah, seharusnya si wanita jangan 

dibiarkan dekat dengan laki-laki lain selama masa ‘iddah. Dalam 

posisi apapun, atau untuk alasan apapun, perempuan yang sedang 

ber’’iddah haram untuk dipinang, karena masa ‘iddah merupakan 

masa introspeksi bagi wanita yang baru saja berpisah dengan 

suaminya. Apabila dipinangkan dengan tujuan untuk 

menghilangkan fitnah, itu hanya siasat. Menurut hukum Islam, 

tidak ada toleransi bagi wanita yang sedang ber’iddah, dan 

peminangan tersebut hukumnya tetap haram‛.
27

  

                                                             
27 Anang, Wawancara, Desa Padas, 11 September 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMINANGAN 

SECARA TERANG-TERANGAN DALAM MASA ‘IDDAH YANG TERJADI 

DI DESA PADAS NGAWI  

 

A. Analisis Terhadap Praktek Peminangan Secara Terang-terangan dalam 

Masa ‘Iddah yang Terjadi di Desa Padas  

  Di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi terjadi sebuah 

kasus peminangan secara terang-terangan kepada wanita yang sedang 

ber’iddah ṭalāq ba’in sughra. Wanita tersebut mengajukan gugatan 

perceraian kepada mantan suaminya pada tanggal 21 Februari 2019, dan 

baru diputus oleh Pengadilan Agama Ngawi pada tanggal 4 Juli 2019. 

Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2019 pihak laki-laki beserta 

keluarganya datang ke rumah wanita untuk melamar, dan dilanjutkan 

pada tanggal 22 Agustus 2019 pihak wanita beserta keluarganya datang 

ke rumah laki-laki untuk melakukan balasan. 

  Peminangan itu dilakukan secara terang-terangan dengan 

menghadirkan keluarga serta sesepuh dari kedua belah pihak. Peminangan 

itu dilakukan karena laki-laki peminang ingin membantah gosip-gosip 

dari masyarakat yang selalu berfikiran buruk tentang dirinya dan wanita 

yang akan dipinangnya. Peminang juga ingin membuktikan kepada 

masyarakat sekitar bahwa dia benar-benar serius ingin menikahi wanita 

yang dipinangnya tersebut. Selama ini mereka berdua sering bersama 
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bukan hanya untuk main-main, melainkan dengan niatan untuk menuju ke 

arah yang serius. 

  Dalam proses peminangan dikenal 2 macam syarat, yaitu syarat 

mustaḥsinah dan syarat lazimah. Syarat mustaḥsinah merupakan syarat 

yang berisi saran bagi seorang pria untuk meneliti lebih dahulu wanita 

yang akan dipinangnya. Hal-hal yang tergolong dalam syarat mustaḥsinah 

yaitu, memilih wanita berdasarkan harta, rupa, nasab, dan agamanya, 

memilih wanita yang penyayang, serta memilih wanita yang jauh 

hubungan darahnya dengan laki-laki peminang. 

  Sedangkan syarat lāzimah adalah syarat yang harus ada sebelum 

dilakukannya peminangan. Yang tergolong dalam syarat lazimah yaitu, 

wanita yang dipinang bukan merupakan pinangan pria lain, tidak sedang 

menjalani masa ‘iddah, dan bukanlah mahram dari pria peminang. 

 Sebelum dilakukannya praktek peminangan antara wanita 

berinisial LWS dan pria berinisial S yang terjadi di Desa Padas, LWS 

telah mengajukan gugatan perceraian terhadap mantan suaminya. Dalam 

hukum Islam, gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut khulu’. 

Sebagaimana tercantum dalam KHI pasal 155 yaitu: ‚Waktu ‘iddah bagi 

janda yang putus perkawinannya karena khulu’, fasakh, dan li’an  berlaku 

‘iddah ṭalāq‛. Jadi, walaupun LWS yang mengajukan gugatan perceraian, 

LWS tetap harus menjalani masa ‘iddah. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kasus antara wanita berinisial LWS dan pria berinisial S yang 
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terjadi di Desa Padas tersebut telah melanggar syarat lāzimah 

peminangan, yaitu wanita yang dipinang tidak sedang dalam masa ‘iddah.  

Dalam kasus di atas, peminangan dilakukan secara terang-terangan 

pada masa ‘iddah dengan tujuan untuk membantah gosip dari masyarakat, 

serta untuk membuktikan bahwa si laki-laki peminang benar-benar 

berniat serius untuk menikahi wanita yang dipinangnya itu. Sebenarnya, 

alasan mereka melakukan peminangan itu tidak salah, akan tetapi hukum 

Islam telah secara jelas melarang peminangan terhadap wanita yang masih 

menjalani masa ‘iddah, dan aturan itu harus ditaati.  

Sebagai seorang perempuan yang pernah berumah tangga, 

seharusnya bisa menghargai betapa mulianya nilai dari suatu ikatan 

perkawinan. Seharusnya dia bisa menunjukkan rasa kesedihan sekaligus 

rasa penyesalannya karena telah gagal menjalankan salah satu ibadah 

yang sangat mulia dalam Islam. 

Tidak ada larangan bagi seorang wanita yang telah berpisah 

dengan suaminya untuk dekat dengan laki-laki lain, asalkan mereka 

mengerti batasannya. Apabila kedekatan mereka berdua diniatkan menuju 

ke arah yang lebih serius, sebaiknya dirahasiakan dulu niat itu, 

diungkapkan nanti jika si wanita sudah selesai masa ‘iddahnya. Karena 

pada dasarnya, ketika menjalani masa ‘iddah wanita dianjurkan untuk 

lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dan memperbaiki dirinya 

supaya tidak akan gagal lagi ketika menjalin rumah tangga. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

74 
 

 

 

Mengenai kasus tersebut, sebenarnya para tokoh masyarakat, yang 

meliputi Ketua RT, Kepala Dusun, dan Modin, telah turun tangan. 

Bahkan salah seorang tokoh agama di Desa Padas telah memberitahukan 

bahwa, dalam keadaan seperti yang terjadi dalam kasus ini, wanita 

tersebut hukumnya tetap haram untuk dipinang, karena ketika menjalani 

masa ‘‘iddah, wanita diwajibkan untuk diam, artinya tidak menjalin 

hubungan dengan pria lain, dan wanita tersebut juga diwajibkan 

instrospeksi diri ketika sedang ber’’iddah. Kalau tidak ingin timbul 

fitnah, seharusnya selama masa ‘iddah wanita itu jangan dikenalkan atau 

didekatkan dengan laki-laki lain.  

Namun, karena sifat keras kepala dari ‚LWS‛ dan ‚S‛ beserta 

keluarganya, praktek peminangan tersebut tidak bisa terhindarkan. 

Nasehat serta saran dari para tokoh masyarakat justru mereka abaikan, 

bahkan mereka tentang. Setelah mendengar respon dari LWS beserta 

keluarganya, para tokoh masyarakat akhirnya merasa bahwa 

kedudukannya di masyarakat sudah tidak dihargai lagi. Oleh karena itu, 

para tokoh masyarakat sekarang menjadi malas untuk menangani kasus 

tersebut. 

 

B. Analisis Hukum Islam terhadap Peminangan Secara Terang-terangan 

dalam Masa ‘Iddah yang Terjadi di Desa Padas 

  Dalam sub bab ini akan diuraikan mengenai analisis pendapat para 

fuqaha tentang hukum peminangan terhadap wanita yang sedang 
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ber’iddah, analisis tentang alasan dilakukannya peminangan tersebut, dan 

analisis tentang peristiwa boyongan yang terjadi setelah praktek 

peminangan tersebut.   

1. Analisis pendapat para fuqaha tentang hukum peminangan terhadap 

wanita yang sedang ber’iddah ṭalāq ba’in sughra 

Mengenai peminangan terhadap wanita yang sedang ber’iddah 

ṭalāq raj’i, para fuqaha telah sepakat bahwa hukumnya adalah haram. 

Dasar hukum yang digunakan oleh para fuqaha yaitu Q.S. Al-Baqarah 

ayat 228 yang bunyinya:    

…ُاِصْلَاحًاُارَاَدُوْاُاِنُُْذَالِكَُُفُُِبِرَدِّىِنَُُّاَحَقُ ُلتَُ هُنَُُّوَبُ عُو  ُ…  

 ‚Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka 

dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan‛.
1
 

 

Ayat ini berkaitan dengan ṭalāq raj’i atau yang biasa disebut 

sebagai ṭalāq satu, yaitu ṭalāq yang memperbolehkan suami untuk 

kembali kepada istrinya, sebelum habis masa ‘iddah tanpa 

diperlukannya mahar dan akad nikah baru.  

Kata لتَُ هُنَّ  وَبُ عُو  bermakna para suami mereka. Kata ‚mereka‛ 

dalam ayat di atas mengacu kepada perempuan-perempuan yang telah 

diṭalāq raj’i oleh suaminya. Jadi, yang dimaksud ‚para suami mereka‛ 

berarti para suami dari istri yang telah diṭalāq raj’i. Walaupun seorang 

laki-laki telah menjatuhkan ṭalāq raj’i kepada istrinya, namun 

kedudukan dari laki-laki tersebut masih dinamai dengan suami. Hal 

                                                             
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), Al-Baqarah 

(2) : 228.  
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itu karena yang menalak dan yang diṭalāq masih memiliki ikatan serta 

kewajiban. Istri yang diṭalāq berkewajiban menanti, sedangkan suami 

yang menalak berkewajiban memberi nafkah kepada istri yang 

diṭalāqnya.
2
  

Pernyataan bahwa sang suami lebih berhak untuk merujuk sang 

istri yang telah terṭalāq raj’i selama masih dalam masa ‘iddah, 

menunjukkan bahwa syariat Islam berusaha mempertahankan ikatan 

pernikahan yang telah terjalin antara suami-istri. Tidak ada perkara 

halal yang lebih dibenci oleh Allah SWT selain ṭalāq. Karena itu, istri 

juga harus memenuhi keinginan suami untuk mengadakan rujuk, 

asalkan tujuan rujuk tersebut adalah untuk memperbaiki hubungan 

rumah tangga mereka.
3 Namun jika si wanita merasa bahwa 

kehidupan pernikahannya sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka tidak 

ada dosa baginya untuk menjalin hubungan dengan pria lain, dengan 

syarat ia sudah selesai menjalani masa ‘iddahnya.  

Sedangkan mengenai hukum peminangan terhadap wanita 

ber’iddah ṭalāq bain, termasuk juga ṭalāq bain sughra, seperti yang 

diangkat sebagai kasus dalam skripsi ini, para fuqaha masih berselisih 

pendapat. Para fuqaha sepakat mengenai keharaman peminangan 

secara terang-terangan terhadap wanita ber’iddah ṭalāq bain sughra. 

Sementara mengenai mengenai boleh tidaknya meminang wanita 

                                                             
2 Muflikhatul Khoiroh, Tafsir Ayat-Ayat Hukum Keluarga 1 (Pernikahan), (Surabaya: UIN Sunan 

Ampel Press, 2014), 132.  
3 Ibid.  
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ber’iddah ṭalāq ba’in sughra secara sindiran, ulama Hanafiyah 

mengharamkannya, namun mayoritas fuqaha memperbolehkannya.   

Alasan ulama Hanafiyah mengharamkannya yaitu karena dalam 

kondisi ṭalāq ba’in sughra, mantan suami masih memiliki kesempatan 

untuk kembali lagi dengan istrinya melalui akad nikah baru baik 

ketika masih menjalani maupun sudah selesai menjalani masa 

‘iddahnya. Dasar yang digunakan Hanafiyah yaitu, firman Allah SWT 

dalam Surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:  

تُمُْفُِأَُ عَلِمَُاللُُُۚ  نْ فُسِكُمُْوَلََجُنَاحَُعَلَيْكُمُْفِيمَاعَرَّضْتُمُْبِوُِمِنُْخِطْبَةُِالنِّسَاءُِأَوُْأَكْنَ ن ْ
ُانَُْتَ قُوْلُوْاُقَ وْلًَُمَّعْرُوْفًاُ ُتُ وَاُعِدُوْىُنَُّسِرًّاُاِلََّّ ۚ  أنََّكُمُْسَتَذْكُرُوْنَ هُنَُّوَلكِنُْلََّ   

 ‚Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan 

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu 

akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu 

membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara 

rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan 

yang baik (ma’rūf)‛.
4  

 

Menurut Hanafiyah, kalimat  ِوَلََجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء 

yang mempunyai arti: ‚Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang 

wanita-wanita itu dengan sindiran‛ tersebut dikhususkan bagi wanita-

wanita yang berada dalam masa ‘iddah karena ditinggal mati 

suaminya. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 234 yang 

                                                             
4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Al-Baqarah (2) : 235.  
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menjelaskan tentang lamanya masa ‘iddah bagi wanita yang ditinggal 

mati suaminya.
5
   

Sedangkan menurut mayoritas fuqaha, hukum peminangan 

secara sindiran terhadap wanita ber’iddah ṭalāq ba’in sughra adalah 

diperbolehkan. Mereka berpendapat bahwa Al-Baqarah ayat 235 di 

atas berlaku umum, bukan hanya bagi wanita yang sedang ber‘iddah 

karena ditinggal mati suaminya. Mayoritas fuqaha juga berpendapat 

bahwa ṭalāq ba’in sughra dapat memutus ikatan perkawinan antara 

suami istri, sehingga menyebabkan kekuasaan laki-laki terhadap 

istrinya menjadi berakhir. Karena perkawinannya sudah putus, maka 

peminangan secara sindiran tidak bisa dikatakan sebagai sebuah 

bentuk pelanggaran terhadap hak suami pencerai.
6
     

Penulis setuju dengan pendapat mayoritas fuqaha yang 

memperbolehkan meminang wanita ber’iddah ṭalāq ba’in sughra 

secara sindiran. Menurut penulis, Al-Baqarah ayat 235 di atas 

memang lebih mengarah kepada wanita yang ditinggal mati 

suaminnya karena konteks ayat sebelumnya yang menjelaskan 

tentang lamanya masa ‘iddah bagi wanita yang ditinggal mati 

suaminya. Namun, antara wanita yang ditinggal mati suaminya 

dengan wanita yang diṭalāq ba’in sughra terdapat suatu kesamaan. 

Perempuan yang ditinggal mati suaminya berarti sudah tidak 

                                                             
5 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.  
6 Ibid., 27-28.  
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mempunyai ikatan apapun dengan suaminya, dan mereka berdua juga 

tidak bisa rujuk. Begitupun dengan perempuan yang terṭalāq ba’in 

sughra juga tidak lagi mempunyai ikatan dengan suaminya. Meskipun 

mantan suaminya lebih berhak untuk merujuk wanita tersebut, namun 

mereka berdua tetap tidak bisa rujuk jika belum memenuhi syarat-

syaratnya. Bagi ṭalāq ba’in sughra, apabila ingin rujuk harus ada akad 

nikah serta mahar baru. Karena adanya persamaan tersebut, maka 

wanita yang terṭalāq ba’in sughra dapat dianalogikan dengan wanita 

yang ditinggal mati suaminya, sehingga aturan dalam Surat Al-

Baqarah ayat 235 di atas juga berlaku bagi wanita yang terṭalāq ba’in 

sughra.   

Menurut penulis, kalimat peminangan secara sindiran tersebut 

bisa memiliki arti lebih dari satu makna. Mungkin bagi pria yang 

mengucapkannya, kalimat tersebut ditujukan untuk meminang 

seorang wanita secara sindiran. Namun bagi orang lain, kalimat 

tersebut bisa saja bermakna lain, misalnya saja hanya sebagai 

ungkapan kekaguman seorang laki-laki kepada wanita, atau kalimat 

penyemangat dari seorang laki-laki untuk wanita yang baru saja 

berpisah dengan suaminya. Karena memiliki banyak makna itulah, 

maka kemungkinan terjadi permusuhan antara suami pencerai dengan 

laki-laki tersebut juga relatif kecil. Peminangan secara sindiran juga 

belum menimbulkan adanya ikatan khiṭbah antara laki-laki dan wanita 

tersebut. Jadi, selama tidak menimbulkan ikatan khiṭbah antara laki-
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laki dengan wanita yang masih ber’iddah ṭalāq ba’in sughra, berarti 

hal itu tidak melanggar hak-hak suami pencerai.  

Dalam ayat di atas, melalui kalimat ُعَلِمَ اُلله أنََّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَ هُنَّ   yang 

memiliki arti: ‚Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut 

kepada mereka‛, telah dijelaskan bahwa Allah SWT mengetahui jika 

seorang laki-laki terkadang tidak dapat menahan ketertarikannya 

kepada perempuan yang sedang ber’iddah, dan Allah SWT juga 

mengetahui bahwa laki-laki tersebut pasti berniat akan mengatakan 

pinangan kepada wanita itu.  

Kemudian dilanjutkan dengan kalimat   اوَلكِنْ لََّ تُ وَا عِدُوْهُنَّ سِر  yang 

mempunyai arti: ‚tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk 

menikah) dengan mereka secara rahasia‛, yang memberikan makna 

bahwa Allah SWT melarang seorang laki-laki untuk mengungkapkan 

ketertarikannya tersebut dengan cara membuat perjanjian untuk 

menikah dengan wanita yang sedang ber’’iddah.  

Namun Allah SWT memberikan solusi melalui kalimat:  ْاِلََّّ اَن 

ُتَ قُوْلوُْا قَ وْلَا مَّعْرُوْفاا  yang mempunyai arti: ‚kecuali sekedar mengucapkan 

(kepada mereka) perkataan yang baik (ma’rūf)‛, yaitu bahwa Allah 

SWT memperbolehkan laki-laki tersebut untuk mengungkapkan 

ketertarikannya melalui pinangan secara sindiran, tetapi harus 

menggunakan qaul ma’rūf. Qaul ma’rūf artinya perkataan yang tidak 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

81 
 

 

 

menimbulkan rasa malu apabila diucapkan secara terang-terangan. Di 

antara contoh kalimat sindiran dalam meminang perempuan yang 

masih ber’iddah ṭalāq ba’in, yaitu ‚sesungguhnya engkau perempuan 

yang benar-benar cantik‛, atau ‚semoga Allah memberi kemudahan 

kepada saya untuk mendapatkan wanita sholehah seperti anda‛. 

Kemudian ada sebuah periwayatan Abu ‘Amr bin Al-‘Ash yang 

menalak Fatimah binti Qais, yaitu: 

عْتُُفَاطِمَةَُبنِْتَُقَ يْسٍُتَ قُوْلُُإِنَُّزَوْجَهَاُطلََّقَهَاُثَلَاثًًُفَ لَمُْيََْعَلُْلََاَُرَسُوْلُُالِلُِصلى الله عليه وسلم ُسََِ
ُٳُُسُكْنََُوَلََُنَ فَقَةًُقَالَتُْقاَلَُلُِرَسُوْلُُاِللُصلى الله عليه وسلم ذَاُحَلَلْتُِفَآذِنيِْنِِ  

 ‚Suami Fatimah binti Qais dahulu telah menṭalāqnya tiga kali. 

Rasulullah SAW tidak menjadikan bagi Fatimah tempat tinggal 

dan tidak mendapatkan nafkah. Rasulullah SAW lantas berkata 

pada Fatimah, ‚Jika engkau telah halal untuk dinikahi (setelah 

melewati masa ‘iddah), sampaikanlah kabar tersebut padaku‛. 

(H.R. Muslim) 

 

Setelah Fatimah binti Qais diṭalāq oleh suaminya, ia sudah 

diincar oleh tiga laki-laki, yaitu Mu’awiyah, Abu Jahm, dan Usamah 

bin Zaid. Namun Rasulullah SAW tidak menyampaikannya secara 

terang-terangan kepada Fatimah binti Qais, beliau menyampaikannya 

melalui kalimat sindiran, yaitu kalimat ‚Jika engkau telah halal, 

sampaikanlah kabar tersebut padaku‛. Setelah Fatimah binti Qais 

selesai menjalani masa ‘iddahnya, Rasulullah SAW baru memberitahu 

sifat dari ketiga laki-laki yang ingin meminang Fatimah binti Qais 

tersebut, serta menyarankan kepada Fatimah mengenai laki-laki yang 

sebaiknya ia terima pinangannya. Berarti pada kesimpulannya, 
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Rasulullah SAW melarang seorang wanita yang sedang ber’iddah 

karena ṭalāq ba’in dipinang dan menerima pinangan laki-laki secara 

terang-terangan. 

Atas dasar penafsiran dari Q.S. Al-Baqarah ayat 235, dan atas 

dasar sikap yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam hadits di atas, 

penulis sependapat dengan mayoritas fuqaha yang menyatakan bahwa: 

‚wanita ber’iddah ṭalāq ba’in sughra boleh dipinang secara sindiran 

oleh laki-laki lain‛. Penulis juga menyimpulkan bahwa       

peminangan yang terjadi antara wanita berinisial LWS dan pria 

berinisial S yang terjadi di Desa Padas tersebut telah melanggar 

syari’at Islam. Selain dilakukan secara terang-terangan kepada 

perempuan yang masih ber’’iddah ṭalāq ba’in, dari peminangan 

tersebut juga secara terang-terangan telah disepakati mengenai 

tanggal pelaksanaan akad nikah bagi mereka berdua, yaitu pada hari 

Sabtu tanggal 21 Desember 2019 pukul 08.00 WIB. 

2. Analisis terhadap alasan dilakukannya peminangan secara terang-

terangan ketika masa ‘iddah  

Dalam Al-Qur’an dan hadits telah dijelaskan bahwa hukum 

meminang secara terang-terangan wanita yang sedah ber’iddah ṭalāq 

ba’in adalah haram, namun dalam kasus ini terdapat suatu alasan yang 

menyebabkan peminangan itu harus dilakukan. Menurut pelaku 

peminangan, apabila peminangan itu tidak dilakukan, maka akan 

semakin banyak mudarat yang timbul. Peminangan tersebut dilakukan 
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untuk menghindari fitnah dari masyarakat sekitar, dan apabila 

peminangan itu tidak dilakukan maka fitnah di masyarakat akan 

semakin berkembang. 

Menurut penulis, apabila kasus dalam penelitian ini dianalisis 

menggunakan kaidah ُُالْمَحْذُوْراَتُُِتبُِيْحُُُالضَّرُوْراَت  (kondisi darurat bisa 

membolehkan perkara yang dilarang), maka akan menghasilkan hasil 

analisis sebagai berikut: 

a. Darurat harus terjadi secara langsung dan nyata 

  Dalam kasus ini, yang dianggap sebagai keadaan darurat 

yaitu apabila peminangan secara terang-terangan ketika masa 

‘iddah tidak dilakukan, maka fitnah di masyarakat akan semakin 

berkembang dan akhirnya bisa merusak nama baik laki-laki serta 

wanita tersebut. Namun pada kenyataannya, fitnah yang 

dikhawatirkan akan semakin berkembang dan nama baik yang 

dikhawatirkan akan menjadi rusak, itu hanyalah prasangka belaka 

dari laki-laki dan wanita tersebut. Sebagai contoh misalnya gosip 

tentang penggrebekan yang akan dilakukan oleh masyarakat. 

Sampai saat ini, gosip tersebut tidak pernah terealisasikan, karena 

perangkat desa setempat telah mencegah masyarakatnya untuk 

melakukan itu. Yang terjadi sebenarnya adalah, masyarakat hanya 

berfikir jika kejadian buruk di masa lalu si wanita bisa terulang 

lagi, dan lagi pula fikiran buruk dari masyarakat itu muncul karena 
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ulah mereka berdua yang sudah sering bersama sejak si wanita 

masih berstatus sebagai istri sah dari suaminya. 

b. Tidak ada solusi lain kecuali menerjang larangan 

  Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, fitnah di masyarakat 

muncul dikarenakan ulah pria dan wanita itu sendiri. Apabila pria 

dan wanita tersebut ingin menghindari fitnah dari masyarakat yang 

bisa merusak nama baiknya, mereka bisa menggunakan cara lain, 

tidak harus dengan melakukan peminangan pada waktu yang 

diharamkan oleh syariat Islam.  

  Solusi lainnya yaitu, si laki-laki bisa menahan diri untuk 

tidak sering berduaan dengan si wanita yang masih ber’’iddah. 

Apabila ia ingin berkunjung ke rumah si wanita, harus ada mahram 

dari si wanita yang menemani mereka berdua. Ketika berkunjung, 

si laki-laki harus memperhatikan adab berkunjung, jangan pulang 

larut malam dan jangan menginap di rumah si wanita yang belum 

menjadi muhrimnya. Jika si laki-laki terpaksa harus menginap di 

rumah si wanita, maka ia harus meminta izin secara baik-baik 

kepada perangkat desa setempat. Mengenai niat keseriusan si laki-

laki kepada si wanita, sementara bisa diucapkan dengan kalimat 

sindiran terlebih dahulu, sebagaimana yang telah dicontohkan 

Rasulullah SAW, dan jika masa ‘iddah si wanita telah berakhir, 

barulah si laki-laki menyampaikan niatnya secara terang-terangan. 
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  Namun, solusi tersebut tidak bisa mengurangi kemudaratan 

yang telah berkembang di masyarakat. Kedekatan mereka berdua 

telah melebihi batas kewajaran. Si laki-laki sudah terlalu sering 

berkunjung bahkan menginap di rumah si wanita. Ketika dinasehati 

oleh tokoh masyarakat, mereka berdua malah membantahnya dan si 

laki-laki yang awalnya berani berkunjung secara terang-terangan 

menjadi kepergok datang secara sembunyi-sembunyi ke rumah si 

wanita. Jika kasus tersebut tidak segera diatasi, berarti sama saja 

masyarakat membiarkan zina berkembang di daerah mereka. Solusi 

yang menganjurkan mereka berdua untuk jaga jarak sudah tidak 

mempan lagi, karena mereka berdua susah untuk dipisahkan. 

Meminta mereka berdua untuk menikah saat itu juga tidak 

mungkin, karena si wanita masih menjalani masa ‘iddah. Oleh 

sebab itu, peminangan dalam kasus ini hukumnya boleh untuk 

dilakukan, karena untuk meminimalisir kemudaratan yang timbul, 

dan setelah si wanita selesai menjalani masa ‘iddahnya barulah 

mereka berdua dinikahkan. Walaupun mereka berdua sudah terikat 

ikatan peminangan, tingkah laku mereka berdua harus tetap dalam 

pengawasan orang-orang di sekitar, supaya tidak muncul 

kemudaratan-kemudaratan yang lainnya.    

c. Tidak melanggar prinsip akidah Islam dan hak-hak orang lain 

  Syariat Islam melarang meminang secara terang-terangan 

wanita yang sedang ber’iddah ṭalāq ba’in dengan tujuan untuk 
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menghormati hak-hak dari bekas suami, dan menghindari 

permusuhan antara bekas suami dengan laki-laki baru. Meminang 

wanita yang sedang ber’iddah memang melanggar tata krama 

dalam meminang, namun jika mereka berdua dibiarkan dekat tanpa 

ada ikatan apapun, hal itu justru telah jauh melanggar prinsip 

akidah Islam dan norma-norma dalam masyarakat. Mengenai hak 

dari suami pencerai yang lebih utama melakukan rujuk dengan si 

wanita, hal tersebut bisa dipertimbangkan lagi. Mengingat bahwa 

suami pencerai telah meninggalkan istri dan anaknya selama 3 

tahun tanpa diberi nafkah sepeserpun. Jadi dalam hal ini, suami 

pencerai telah melanggar tanggung jawabnya sebagai kepala 

keluarga.  

Berdasarkan hasil analisis di atas penulis berpendapat bahwa, 

praktek peminangan dalam kasus ini hukumnya boleh dilakukan. 

Menurut penulis, kemudaratan yang timbul dari kasus ini sangat besar 

serta harus segera diatasi guna mencegah terjadinya zina antara wanita 

dan laki-laki tersebut. Oleh karena alasan kemudaratan itulah, praktek 

peminangan secara terang-terangan terhadap wanita dalam masa 

‘iddah yang pada awalnya haram untuk dilakukan menjadi boleh 

dilakukan.  

Dalam kaidah fiqhiyah juga terdapat suatu kaidah yang 

berbunyi: ُُشَقَّة
َ
التَ يْسِيُُُتََْلِبُُُالم  (kesulitan mendatangkan kemudahan). Dalam 

ilmu fiqh, kesulitan yang mendatangkan kemudahan itu ada 7 macam, 
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salah satunya yaitu ketidaktahuan (al-jahl).7 Artinya, ketika seseorang 

melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat Islam dengan 

alasan karena tidak tahu tentang hukumnya, maka ia tidak dikenai 

hukuman atas pelanggarannya tersebut. 

Begitu pula dengan kasus dalam penelitian ini. Karena pelaku 

peminangan pada awalnya tidak mengetahui akan keharaman 

melakukan peminangan ketika masa ‘iddah, maka perbuatan mereka 

berdua masih bisa dimaafkan. Namun setelah itu, mereka berdua harus 

diberitahu bahwa peminangan tersebut diperbolehkan dengan alasan 

untuk meminimalisir kemudaratan-kemudaratan yang timbul, sehingga 

mereka berdua harus selalu menjaga tingkah lakunya supaya tidak 

semakin banyak kemudaratan-kemudaratan lain yang bisa terjadi.  

3. Analisis terhadap praktek tinggal bersama (boyongan) yang terjadi 

setelah peminangan 

Dalam KHI pasal 13 ayat (1) telah dijelaskan bahwa 

‚peminangan belum menimbulkan akibat hukum‛. Artinya, walaupun 

sudah ada ikatan khiṭbah, laki-laki dan perempuan tetap dianggap 

sebagai orang asing bagi satu sama lain, serta juga belum berlaku hak 

dan kewajiban diantara mereka.  

Beberapa hari setelah terjadi peminangan antara wanita 

berinisial LWS dan laki-laki berinisial S, si laki-laki itu sudah 

memindahkan pakaian-pakaiannya ke rumah LWS, atau dalam bahasa 

                                                             
7 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta : Kencana, 2006), 56.   
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Jawa disebut ‚boyongan‛. Setiap hari setelah Maghrib, laki-laki 

berinisial S itu datang lalu menginap di rumah LWS, dan selalu 

pulang pagi setelah Subuh. Berdasarkan KHI pasal 13 ayat (1) di atas, 

telah disimpulkan bahwa kasus peminangan yang terjadi dalam 

penelitian ini tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Karena tidak 

berakibat hukum apapun, sehingga LWS dan S tetap merupakan orang 

asing bagi satu sama lain. Hukum Islam melarang pria dan wanita 

yang bukan muhrim untuk berduaan, jadi peristiwa boyongan dan 

praktek tinggal bersama tersebut telah melanggar syari’at Islam.        

Jika dianalisis secara lebih mendalam, peminangan itu 

sebenarnya bukan merupakan solusi terbaik untuk menghindari 

fitnah. Ditambah lagi dengan adanya proses boyongan yang 

dilakukan oleh si laki-laki ke rumah si wanita setelah proses 

peminangan tersebut. Hal itu justru akan membuat  pemikiran buruk 

masyarakat menjadi semakin berkembang. Peminangan tersebut 

malah akan menjadi buah bibir baru bagi masyarakat. Masyarakat 

pasti langsung menyimpulkan bahwa mereka berdua sudah 

mengkhianati suami terdahulu si wanita. Selain itu, masyarakat pasti 

juga akan menerka-nerka alasan dari dilakukannya peminangan 

tersebut, mengapa harus dilakukan secepat itu tanpa menunggu 

berakhirnya masa ‘iddah si wanita.  

Sebenarnya, sumber dari timbulnya kemudaratan-kemudaran 

itu ada pada diri wanita dan laki-laki itu sendiri. Jika sejak awal 
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mereka bisa menjaga interaksi diantara keduanya, selama menjalani 

masa ‘iddah, si wanita bisa menahan dirinya dari hal-hal yang 

dilarang, orang tua, keluarga, serta orang terdekat dari si wanita 

selalu turut serta mengawasi, dan jangan sampai membiarkan si 

wanita berhubungan terlalu dekat dengan laki-laki lain selama masa 

‘iddahnya, maka suasana di masyarakat akan tetap damai, tidak ada 

aturan dan tata krama yang dilanggar, serta tidak akan timbul 

omongan buruk dari masyarakat mengenai wanita itu.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan data penelitian dan hasil analisis yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik 

beberapa kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang sudah 

dituliskan di awal. Kesimpulan tersebut, yaitu: 

1. Di Desa Padas Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi terjadi sebuah 

kasus peminangan secara terang-terangan kepada wanita yang sedang 

ber’iddah ṭalāq ba’in sughra. Gugatan perceraian antara wanita 

tersebut dengan mantan suaminya diputus oleh Pengadilan Agama 

Ngawi pada tanggal 4 Juli 2019. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 

2019 pihak laki-laki beserta keluarganya datang ke rumah wanita 

untuk melamar, dan dilanjutkan pada tanggal 22 Agustus 2019 pihak 

wanita beserta keluarganya datang ke rumah laki-laki untuk 

melakukan balasan. Peminangan itu dilakukan karena mereka berdua 

merasa geram mendengar omongan-omongan dari masyarakat yang 

selalu berfikiran buruk tentang mereka berdua. Laki-laki peminang 

juga ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa dia benar-benar 

serius ingin menikahi wanita yang dipinangnya tersebut. 

2. Kasus peminangan yang terjadi di Desa Padas Kecamatan Padas 

Kabupaten Ngawi pada awalnya adalah melanggar syariat Islam, 
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karena bertentangan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 235, hadits Nabi 

SAW, serta para fuqaha yang telah sepakat bahwa hukum meminang 

secara terang-terangan perempuan yang sedang ber’iddah ṭalāq bain 

sughra adalah haram. Namun karena banyak kemudaratan yang 

timbul, sehingga berlakukah kaidah  ُالْمَحْذُوْراَتِ  تبُِيْحُ  الضَّرُوْراَت , yang akhirnya 

merubah hukum praktek peminangan tersebut menjadi boleh 

dilakukan. Sedangkan peristiwa boyongan yang terjadi setelah 

peminangan, hal tersebut bertentangan dengan KHI pasal 13 ayat (1) 

yang menjelaskan bahwa ‚peminangan belum menimbulkan akibat 

hukum‛, sehingga mereka berdua masih dianggap sebagai orang asing 

satu sama lain dan belum menjadi muhrim yang boleh tinggal satu 

rumah.  

 

B. Saran 

 Dengan telah selesainya penulisan skripsi ini penulis menyarankan 

adanya beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:  

1. Bagi wanita yang sedang ber’iddah hendaknya mengetahui dan bisa 

menjaga dirinya dari hal-hal yang haram dilakukan ketika masa 

‘iddah.  

2. Para tokoh masyarakat hendaknya lebih cermat dalam mengawasi 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga bisa meminimalisir 

terjadinya pelanggaran hukum, baik hukum Islam maupun hukum 

positif yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.  
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